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PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
NOMOR 33 TAHUN 2021 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 
 

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2021 ditetapkan dengan 
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 
Tahun 2020, berdasarkan hasil pengendalian dan 
evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian 
dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu 
dilakukan perubahan sebagaimana ketentuan Pasal 
343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan 
Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun 2021; 

   
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 
Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah 
Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2687); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105); 

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor   86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 
2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 314) 
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13.  Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 
Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 (Berita 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 
38); 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan   : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 38 
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi 
Selatan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 
(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 
Nomor 38) diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 2 

(1) Perubahan RKPD Tahun 2021 berpedoman pada 
Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2018-2023, Evaluasi Hasil Pelaksanaan sampai dengan  
Triwulan 2 (dua) RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 
2021 dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 
nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang 
pembangunan. 

(2) Perubahan RKPD Tahun 2021 dijadikan sebagai : 
a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam 

menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah Tahun 2021; 

b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi 
Selatan dalam mendukung capaian target dan 
sasaran Pembangunan Daerah; dan 

c. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan 
Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 
2021 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 
Sementara (P-PPAS) Tahun 2021 serta sebagai 
landasan penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 
2021. 
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2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 3 

(1) Perubahan RKPD Tahun 2021, merupakan Dokumen 
Perencanaan Daerah yang berakhir sampai dengan 
tanggal 31 Desember 2021. 

(2)  Perubahan RKPD Tahun 2021 terdiri atas 7 (tujuh) Bab 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

(3)  Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 
2021 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan 
sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah sampai 
akhir Desember 2021. 

(4) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang 
terdapat dalam Bab III sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran mengalami perubahan pada Perubahan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. 

(5) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada Bab 
IV disertai dengan pagu anggaran setiap kegiatan yang 
sifatnya indikatif terdapat pada Bab V. 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 4 

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2021: 
a. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

menggunakan   Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai 
bahan acuan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah bersama Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; dan 

b. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD 
Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Perubahan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah 
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 6 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitan dan 
Pengembangan Daerah melakukan verifikasi kesesuaian 
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antara Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 
2021 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. 
 

6. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III 
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
 

Ditetapkan di Makassar 
pada tanggal 13 Agustus 2021 
 

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
 
 

                      
 
ANDI SUDIRMAN SULAIMAN 

 
Diundangkan di Makassar 
pada tanggal 13 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN, 

 
           
 
ABDUL HAYAT 
 
 
 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 33 
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LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR 
SULAWESI SELATAN NOMOR 38 TAHUN 2020 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 
2021 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam 

rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan 

dan/atau perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding 

keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan 

konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi 

sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan 

yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu 

proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai 

stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 

yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu 

daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang 

dilakukan di daerah, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan 

yang di hadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan 

daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 

harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk 

mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. 

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui 

upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan 

diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan 

kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat 

pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan top-

down/bottom up. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen 

perencanaan tahunan yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,serta tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. 



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 

Bab 1 Pendahuluan | I - 2  

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Pada Pasal 343 ayat (1) mengamanahkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja 

Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian 

dengan perkembangan keadaan, meliputi: 

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan 

Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program 

dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. 

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud diatas meliputi perubahan:  

a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; 

b. Target sasaran pembangunan Daerah; 

c. Prioritas pembangunan Daerah; 

d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat 

Daerah; dan 

e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. 

Proses pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 

mengalami dinamika yang disebabkan antara lain oleh adanya kebijakan 

nasional yang berimplikasi pada ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan 

kerangka keuangan daerah, serta adanya kondisi pandemic covid 19. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan tahun 2021 

melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2021. Sesuai amanah Permendagri 86 Tahun 2017 dalam Pasal 

345, Perubahan RKPD disusun dengan tahapan: 

a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD; 

b. Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan 

c. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD. 

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan hasil 

evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021 sampai dengan tahun 

berjalan (semester I) serta dinamika dampak sosial dan ekonomi dari Pandemi 

Global Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Sehingga seluruh kebijakan, 

strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Perubahan RKPD ini akan 

fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan sosial yang didukung 

pembangunan infrastruktur dan kualitas SDM. Sebagai gambaran untuk capaian 

Indikator Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sampai dengan 

tahun berjalan (Semster I) yaitu: Pertumbuhan Ekonomi -0,70, Tingkat 

Kemiskinan 8.70 % (Maret), Tingkat Pengangguran Terbuka 6,31, Gini Rasio 

0,382, Indeks Pembangunan Manusia 71,93 dan PDRB Perkapita (ADHB) 56,51 

Juta/Rp. 

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan 

penjabaran tahun ke III (ke-tiga) pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2018 – 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang dalam pelaksanaan Peraturan Daerah 
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tentang RPJMD dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2018-2023, sehingga dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 telah 

mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program perangkat 

daerah serta target kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam 

Perda perubahan RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023. 

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi 

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2021. 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2021  dalam penyusunannya selaras dan konsisten dengan 

prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 dalam 

Perubahan RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah, serta Program Strategis Nasional 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh 

perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah 

yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur 

APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021, serta memperhatikan 

pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada RKPD Pokok Tahun 

2021, maupun untuk menampung perubahan belanja prioritas  dalam APBD 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021.  

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 selanjutnya 

menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas 

dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Bagi Perangkat Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan 

Perubahan Rencana Kerja   Perangkat Daerah Tahun 2021. 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

 Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 didasarkan 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 

Bab 1 Pendahuluan | I - 4  

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6139); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);  

22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 259); 

23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112); 

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indinesia Tahun 2020 Nomor 10); 

26. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2020 

Nomor 201); 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di 

Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah 

Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 868); 

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 

31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia 

tahun 2018 Nomor 1540);  

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 

2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 

2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 

2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158); 

36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 

Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 86) 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 

2019 Nomor 1114); 
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38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang 

Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447); 

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 

581); 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga 

Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19); 

48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, 

Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 

49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah 
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Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 

50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 

Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286); 

51. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309); 

52. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 314). 

1.3 Hubungan Antar Dokumen. 

Hubungan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021  

dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :  

a) Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dan Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021  merupakan sinergitas terutama 

menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan 

kegiatan. Keterkaitan Perubahan RKPD dan RKP Tahun 2021  juga 

menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan dan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung 

Pembangunan Nasional;  

b) Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan dokumen Perubahan 

RPJMD Provinsi Sulawesi  Selatan Tahun 2018-2023 merupakan 

penjabaran yang lebih nyata, operasional dan terukur, dan merupakan 

pelaksanaan Tahun Ketiga Perubana RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2018-2023. 

c) Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021  dan Dokumen 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 Adalah satu 

kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi setiap  PD. Sebagai bagian dari langkah 

pembaharuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 dan 

RENJA-PD. setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan 

RKPD Tahun 2021  dan RENJA-PD Tahun 2021.  
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1.4 Maksud dan Tujuan  

Maksud disusunnya RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagai 

berikut: 

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 

dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor 

pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan 

efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. 

2. Penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD); 

3. Pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat 

Daerah; 

4. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan 

kabupaten/kota; dan 

5. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD 

(KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

Perubahan (PPAS-P). 

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2021  sebagai berikut : 

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi 

sumberdaya dalam pembangunan daerah; 

2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melakukan 

penyesaian prioritas program dan kegitan Tahun 2021; 

3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan 

kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; 

4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 

5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan 

pemerintahan daerah; 

6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi 

Selatan; 

7. Menjadi pedoman dalam penyusunan  rancangan Kebijakan Umum 

Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2021,  Perubahan Rancangan Prioritas 

Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2021 dan Rencana 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)  Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2021. 

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD  

Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021  disusun 

dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN; Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran 

umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab 

berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada Sub Bab Latar Belakang 

mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan 

RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, 

keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra 

Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan 
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proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan 

memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam 

penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub 

Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan 

dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud 

dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan 

dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi 

daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen 

RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab 

didalamnya. 

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN; Bab ini 

memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 

Triwulan II Tahun 2021 dan Realisasi RPJMD 2018-2023, serta 

Permasalahan Pembangunan Daerah.  

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH; Bab ini 

memaparkan rancangan tentang Arah kebijakan ekonomi Daerah dan Arah 

kebijakan keuangan Daerah.  

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; Bab ini 

menguraikan tentang Sasaran Pembangunan Daerah serta Prioritas dan 

Sasaran Pembangunan Daerah.  

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; Bab ini memuat 

rincian program dan kegiatan pokok Perangkat Daerah tahun 2020 dengan 

indikator kinerja yaitu capaian program daerah, keluaran kegiatan, hasil 

kegiatan disertai pagu indikatifnya.  

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; Bab 

ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam 

pencapaian kinerja tahunan, yaitu Indikator Makro, Indikator Kinerja 

Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator SPM maupun 

Indikator SDGs pada akhir tahun perencanaan. 

BAB VII PENUTUP; Bab ini menjelaskan poin-poin yang menjadi harapan 

berkenaan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. 
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BAB II 
EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021  

TRIWULAN II 

Evaluasi merupakan penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan 

program dan kegiatan, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD 

Tahun 2021 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah 

disusun tahun 2020 dan sebagian telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 

2021. Proses ini sangat penting dan strategis dalam pencapaian tujuan 

pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, evaluasi ini harus 

dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil 

evaluasi ini benar-benar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi akan 

dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 

2021. 

Pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 Visi 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah “Sulawesi Selatan yang Inovatif, 

Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”. Visi tersebut 

diterjemahkan dalam Lima Misi, Enam Tujuan, dan Sebelas Sasaran 

Pembangunan dengan 18 Indikator Kinerja. Memasuki pertengahan tahun 

Anggaran 2021 dalam tahun berjalan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan memandang perlu melakukan perubahan RKPD Tahun 2021. Hal ini 

didasarkan pada kondisi nasional dengan adanya wabah pandemik Covid-19 

dan adanya perubahan organisasi beberapa Perangkat Daerah di Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

Sebagai bentuk pelaksanaan perubahan maka dilakukan Evaluasi 

terhadap Pelaksanaan RKPD Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2021, untuk 

menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang 

capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan 

permasalahan pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2021. Sehubungan 

dengan itu, hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat 

penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan 

kegiatan maupun perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif, 

serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2021. 

2.1. Evaluasi Indikator Kinerja  Makro 
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi  

Evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan melihat 

perbandingan pertumbuhan ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Sulawesi Selatan. Realisasi Pertumbuhan ekonomi triwulan I ditingkat 

nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut. 

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional 

Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 dibanding triwulan I-2021 (q-to-q) 

mengalami pertumbuhan sebesar 3,31 persen. Pertumbuhan terjadi pada 

hampir semua lapangan usaha, kecuali Konstruksi dan Pengadaan Listrik dan 

Gas yang terkontraksi masing-masing sebesar 2,51 persen dan 1,17 persen. 

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Pertanian, 
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Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,93 persen dan Administrasi  

Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,04 persen. 

Sementara itu,Lapangan Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar-

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga 

mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 1,07 persen dan 3,36 persen. 

Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya yang tumbuh tinggi di 

antaranya Jasa Pendidikan sebesar 6,86 persen; Jasa Kesehatan sebesar 3,56 

persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,37 persen. 

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga 

berlaku triwulan II-2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian 

Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 

19,29 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,27 

persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 

13,08 persen; dan Konstruksi sebesar 10,12 persen. Peranan keempat lapangan 

usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 56,76 persen. 

Grafik II.1  
Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) 

(persen) 

 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021 

Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 dibanding triwulan II-2020 (y-on-y) 

mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen. Pertumbuhan terjadi pada 

semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan 

signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 25,10 persen dan 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 21,58 persen. Sementara itu, 

Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan juga mengalami 

pertumbuhan sebesar 6,58 persen. 
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Grafik II.2           

Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) 

(persen) 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021 

Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang 

meliputi konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani 

Rumah Tangga (LNPRT), terkontraksi sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan 

oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai 

dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang 2020. Untuk 

konsumsi LNPRT, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang 

diselenggarakan pada akhir 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan secara 

signifikan. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDB 

pengeluaran yang mampu bertahan dengan pertumbuhan sebesar 1,9 persen. 

Realisasi belanja negara mencapai 94,6 persen dari pagu, atau naik 12,2 persen 

dari realisasi tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh peningkatan 

stimulus fiskal dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

2.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan 

A. Menurut Lapangan Usaha 

1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021 Terhadap Triwulan II-2020 

(y-on-y) 

Meski Pandemi Covid-19 masih melanda dunia termasuk seluruh wilayah 

Indonesia, perekonomian Sulawesi Selatan memperlihatkan adanya perbaikan. 

Pertumbuhan ekonomi yang kontraksi sejak triwulan II-2020 hingga triwulan I 

2021, mulai menguat. Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2021 dibanding 

triwulan II-2020 tumbuh sebesar 7,66 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai 

oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 73,95 persen; diikuti Jasa 

Perusahaan sebesar 29,83 persen; kemudian Jasa Lainnya sebesar 27,77 

persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 26,98 persen. 

Sementara kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan kontraksi 

hanya Pertambangan dan Penggalian sebesar -5,82 persen.  
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Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan 

II-2021, pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Transportasi dan 

Pergudangan sebesar 1,33 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,08 persen; Konstruksi sebesar 0,92 

persen; Jasa Pendidikan sebesar 0,75 persen. 

Grafik II.3  

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha 

Triwulan II-2021 (y-on-y) 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 

Grafik II.4  

Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha 

 
   Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 

2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021 Terhadap Triwulan I-2021 (q-
to-q) 

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2021 terhadap 
triwulan I-2021 (q-to-q) tumbuh sebesar 7,44 persen. Semua sektor lapangan 
usaha tumbuh positif, tertinggi dicapai oleh Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,70 persen; kemudian Administrasi 
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 17,82 persen; Jasa 
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Pendidikan tumbuh sebesar 12,57 persen. Salah satu faktor tingginya 
pertumbuhan Administrasi Pemerintah adalah pembayaran THR dan Gaji ke-13 
yang dibayarkan bersamaan pada triwulan II- 2021 

Grafik II.5  

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (q-to-q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 

3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Semester I-2021  
Terhadap  Semester I-2020 (c-to-c) 

Ekonomi Sulawesi Selatan semester I-2021 dibanding semester I-2020 

(c-to-c) mengalami kenaikan sebesar 3,71 persen. Pertumbuhan positif terjadi 

pada 16 kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh 

Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,05 persen diikuti oleh Jasa 

Perusahaan sebesar 9,85 persen, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

sebesar 8,97 persen. 

Grafik II.6  

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha Semester I-2021 
Terhadapap Semester I-2020 (c-to-c) 

   
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 
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B. Menurut Pengeluaran 

1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021 Terhadap Triwulan II-2020 

(y-on-y) 

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 terhadap 

triwulan II-2020 tercatat 7,66 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua 

komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen 

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 17,68 persen; diikuti oleh 

komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 12,30 persen. Selanjutnya, 

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan sebesar 

7,71 persen; diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 

7,55 persen; dan Pengeluaran LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 0,67 persen. 

Sedangkan komponen Impor Barang dan Jasa yang menjadi pengurang dalam 

perekonomian Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 18,72 persen. 

Grafik II.7  

Pertumbuhan Beberapa Komponen 
Pengeluaran Triwulan II-2021 (y on y) 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 

Grafik II.8  

Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut 
Pengeluaran (y on y) 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 
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Struktur PDRB Sulawesi Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga 

berlaku triwulan II- 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas 

permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi 

Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sulawesi 

Selatan yaitu sebesar 54,55 persen. Komponen lain yang memiliki peranan 

besar terhadap PDRB adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 

37,62 persen; diikuti Ekspor barang dan jasa sebesar 13,09 persen; lalu 

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 10,81 persen; sedangkan 

Pengeluaran Konsumsi LNPRT relatif sangat kecil yaitu sebesar 1,45 persen. 

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi 
Selatan triwulan II-2021 (y-on-y), maka komponen Pengeluaran Konsumsi 
Rumah Tangga (PK-RT) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan 
tertinggi yaitu sebesar 3,91 persen, disusul PMTB sebesar 2,86 persen serta 
komponen lainnya sebesar 0,88 persen. 

2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2021 Terhadap Triwulan I-2021 

(q-to-q) 

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2021 dibandingkan triwulan I-2021 

(q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 7,44 persen. Semua komponen 

pengeluaran mengalami pertumbuhan. Komponen Pengeluaran Konsumsi 

Pemerintah mengalami pertumbuhan paling tinggi 82,06 persen; selanjutnya 

diikuti oleh Ekspor Barang dan Jasa yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,77 

persen; PMTB mengalami pertumbuhan sebesar 5,17 persen; Pengeluaran 

Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 4,66 persen; serta Pengeluaran 

LNPRT yang tumbuh sebesar 0,82 persen. 

Grafik II.9  

Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (q-to-q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 
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3. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran Semester I-2021 
Terhadap Semester I-2020 (c-to-c) 

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan semester I-2021 dibanding 

periode yang sama pada tahun 2020 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar 

3,71 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Barang dan 

Jasa sebesar 11,10 persen, disusul Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 

8,62 persen, diikuti komponen PMTB sebesar 3,02 persen. 

Grafik II.10  

Pertumbuhan Beberapa Komponen PDRB Menurut Pengeluaran Semester 
I-2021 Terhadap Semester I-2020 (c-to-c) 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 

2.1.2. Inflasi 

Capaian Inflasi Sulawesi Selatan pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar 

1,49 persen.  Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target pada RKPD 

Pokok Tahun 2021 sebesar 3,0+1,0. Penurunan terutama dipengaruhi oleh 

konsumsi masyarakat yang tertahan akibat pembatasan fisik dalam rangka 

menekan penyebaran COVID-19. Aktivitas ekonomi yang menurun juga 

berdampak pada aktivitas bisnis dan pemintaan dunia usaha terhadap barang 

dan jasa.   

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sulawesi Selatan dengan 

menggunakan penghitungan dan tahun dasar baru tahun 2018 (2018 = 100) 

hasil SBH 2018, gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan pada Juni 2021 terjadi 

deflasi sebesar 0,25 persen atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen 

(IHK) dari 107,13 pada Mei 2021 menjadi 106,87 pada Juni 2021. Tingkat inflasi 

tahun kalender (Januari-Juni 2021)sebesar 1,41 persen dan tingkat inflasi tahun 

ke tahun (Juni 2021 terhadap Juni 2020) sebesar 1,49 persen. Selengkapnya 

pada table berikut. 
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Tabel II. 1  

IHK dan Tingkat Inflasi Gabungan 5 Kota Juni 2021, 
Tahun Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun Provinsi Sulawesi Selatan 

Menurut Kelompok Pengeluaran  

No. Kelompok 
IHK 
Juni 

2020 

IHK Mei 
2021 

IHK 
Juni 

2021 

Tingkat 
Inflasi 

Juni 
2021 

1) 

Tingkat 
Inflasi 
Tahun  

Kalender 
2021 2) 

(%) 

Tingkat 
Inflasi 
Tahun 

ke 
Tahun 
3) (%) 

Andil 
Inflasi 

Juni 
2021 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Umum 105,29 107,13 106,87 -0,25 1,41 1,49 -0,250 

1 
Makanan, 
Minuman, dan 
Tembakau 

107,42 111,69 110,89 -0,71 3,01 3,23 -0,212 

2 
Pakaian dan 
Alas Kaki 

106,01 107,64 107,46 -0,17 0,81 1,36 -0,015 

3 

Perumahan, 
Air, Listrik, 
Gas dan Bahan 
Bakar Lainnya 

101,12 102,89 102,93 0,04 1,81 1,79 0,006 

4 

Perlengkapan, 
Peralatan, dan 
Pemeliharaan 
Rutin Rumah 
Tangga 

104,21 105,19 105,23 0,03 0,59 0,98 0,002 

5 Kesehatan 106,82 108,18 108,20 0,01 0,46 1,29 0,0002 

6 Transportasi 105,87 104,98 104,44 -0,51 0,25 -1,35 -0,058 

7 

Informasi, 
Komunikasi, 
dan Jasa 
Keuangan 

99,85 100,14 100,14 0,00 0,11 0,29 0,000 

8 
Rekreasi, 
Olahraga, dan 
Budaya 

103,56 103,86 103,86 0,00 0,12 0,30 0,000 

9 Pendidikan 102,37 101,88 101,88 0,00 0,00 -0,48 0,000 

10 

Penyediaan 
Makanan dan 
Minuman/ 
Restoran 

106,08 106,88 106,89 0,01 0,57 0,77 0,001 

11 
Perawatan 
Pribadi dan 
Jasa Lainnya 

110,56 112,54 112,94 0,36 0,74 2,15 0,027 

Sumber : Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Gabungan 5 Kota di Sulawesi Selatan 

               Juni, BPS 2021 

1) Persentase perubahan IHK bulan Juni 2021 terhadap IHK bulan sebelumnya  

2) Persentase perubahan IHK bulan Juni 2021 terhadap IHK bulan Desember 2020  

3) Persentase perubahan IHK bulan Juni 2021 terhadap IHK bulan Juni 2020 

Deflasi gabungan 5 kota IHK di Sulawesi Selatan pada Juni 2021 sebesar 

0,25 persen terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh 

turunnya sebagian indeks kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, 

minuman, dan tembakau sebesar 0,71 persen; kelompok pakaian dan alas kaki 

sebesar 0,17 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,51 persen; 

sementara beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi yaitu: kelompok 
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3.1 3.1 3.1

1.49

Target Perubahan RPJMD Tahun 2021 Target RKPD Pokok Tahun 2021

Target RKPD Perubahan Tahun 2021 Capaian Triwulan II Tahun 2021

perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,04 persen; 

kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 

sebesar 0,03 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok 

penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,01 persen; dan 

kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,36 persen.  

Mencermati hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap 

berupaya agar sektor penopang ekonomi dapat kembali pulih.  Sejalan dengan 

perbaikan ekonomi, maka  diharapkan  inflasi triwulan III 2021 dapat 

meningkat meskipun tetap terjaga dalam rentang  sasaran  3,0%±1,0%  (yoy).    

Terkait hal tersebut Tim  Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi 

Selatan akan terus memperkuat koordinasi secara intensif dalam rangka 

memastikan ketersediaan pasokan dan mengefektifkan jalur distribusi yang 

efisien. 

Grafik II.11  

Inflasi Sulawesi Selatan 
Target Perubahan RPJMD Tahun 2021, Target RKPD Pokok Tahun 2021, 

Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Triwulan II Tahun 2021 

(Persen) 

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel dan Bappelitbangda Prov.Sulawesi Selatan 

2.1.3. Ketenagakerjaan 

Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang termasuk dalam usia 

kerja bulan Februari 2021 sebanyak 6.783.049 orang. Dari jumlah tersebut, 

penduduk yang tergolong angkatan kerja mencapai 4.433.714 orang dengan 

komposisi 4.176.800 adalah penduduk yang bekerja dan 256.914 orang 

penduduk yang menganggur. Dibandingkan Februari 2020, jumlah angkatan 

kerja terjadi penambahan angkatan kerja sebanyak 45.524 orang. Jumlah orang 

yang bekerja bertambah sebanyak 38.876 orang, sebaliknya jumlah orang yang 

menganggur bertambah sebanyak 6.648 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) pada Februari 2021 sebesar 65,36 persen. TPAK Februari 2021 

lebih rendah 0,03 poin dibandingkan Februari 2020. Penurunan TPAK 

memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga 

kerja yang juga menurun. 
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Tabel II. 2  
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan 

di Sulawesi Selatan Feb. 2020 – Feb. 2021 

No Kegiatan Utama 
Februari 

2020 
Februari 

2021 

Perubahan 
Februari 2020 - 
Februari 2021 

(1) (2) (3) (4) (4)-(3)=(5) 

1 Penduduk Usia Kerja 6.709.949 6.783.049 73.100 

2 Angkatan Kerja 4.388.190 4.433.714 45.524 

 • Bekerja 4.137.924 4.176.800 38.876 

 • Menganggur 250.266 256.914 6.648 

3 
Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK) 

65,40 65,36 -0.03 

4 
Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT) 

5,70 5,79 0,09 

     Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021 

Pada Februari 2021, TPAK laki-laki sebesar 81,62 persen sementara 

TPAK perempuan hanya 50,11 persen. Dibandingkan Februari 2020, TPAK laki-

laki menurun sebesar -1,66 poin sedangkan TPAK perempuan meningkat 

sebesar 1,48 poin. Selengkapnya pada grafik berikut. 

Grafik II.12  

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 
di Sulawesi Selatan Februari 2020 – Februari 2021  

 Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021 

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak 

digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pada Februari 2020, TPT 

Sulawesi Selatan sebesar 570 persen, mengalami kenaikan dibandingkan 

Februari 2020 yang besarnya 5,79 persen. Adapun tingkat pengangguran 
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terbuka pada kelompok wanita pada Bulan Februari 2020 sebesar 6,59 persen 

mengalami penurunan pada BUlan Februari 2021 sebesar 0,43%. Sementara 

tingkat pengangguran pada kelompok laki-laki diperiode yang sama 

menunjukkan peningkatan sebesar 0,47%, hal ini berarti bahwa sector 

lapangan pekerjaan yang umumnya menyerap tenaga kerja pria berkurang di 

banding lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja wanita. Selengkapnya pada 

grafik berikut. 

Grafik II.13  

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Selatan 
Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Tingkat Pendidikan,                       

Februari 2020 - Februari 2021 

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021 

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2021, TPT dari tamatan 

SMK paling tinggi diantara tingkat pendidikan yang lain yaitu sebesar 10,49 

persen, kemudian disusul dari tamatan Sekolah Menengah Atas sebesar 9,54 

persen. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Februari 2021, penduduk 

Sulawesi Selatan paling banyak bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan yaitu sebesar 37,98 persen yang mengalami peningkatan dibanding 

periode yang sama pada tahun 2020 yang menunjukkan nilai sebesar 36,85 

persen. Disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 17,41 

persen, kemudian sektor industri pengolahan sebesar 7,17 persen. Sedangkan 

tiga sector dengan sertapan tenaga kerja terkecil di Provinsi Sulawesi selatan 

adalah sektor  pengadaan air, pengadaan listrik dan gas serta sector real estate 

yang tidak mengalami perubahan serapan tenaga kerja dari periode februari 

2020 hingga februari 2021 sebesar 0,11 persen. Selengkapnya terlihat pada 

grafik berikut. 
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Grafik II.14  

Persentase Penduduk yang Bekerja di Sulawesi Selatan 
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2020 - Februari 2021 

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021 

2.1.4. Kemiskinan 

Jumlah penduduk miskin Sulawesi Selatan bulan Maret 2021 

menunjukkan nilai 794,98 ribu jiwa dengan Persentase Penduduk Miskin  8,78 

persen, menurun 0,21 persen poin dibanding September 2020 yang sebesar 

8,99 persen dan meningkat 0,06 persen poin dibanding Maret 2020 yang 

sebesar 8,72 persen. 

Secara absolut selama periode Maret 2020 – Maret 2021, penduduk 

miskin di daerah perkotaan mengalami peningkatan 17,7 ribu jiwa, sedangkan 

di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 9,55 ribu jiwa. Persentase 

penduduk miskin di perkotaan dan di perdesaan mengalami peningkatan 

masing-masing sebesar 0,28 dan 0,08 poin persen. Selengkapnya pada tabel 

berikut. 
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Tabel II. 3  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah   

Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode September 2019 – 
September 2020 

Daerah/Tahun 
Jumlah 

Persentase 
(Ribu Jiwa) 

-1 -2 -3 

Perkotaan 
  

Maret-2020 173,80 4,49 

Sept 2020 195,08 4,92 

Maret-2021 191,50 4,77 

Perubahan Maret 2020-Maret 2021 17,7 0,28 

Perubahan Sept 2020-Maret 2021 -3,58 -0,15 

Perdesaan   

Maret-2020 603,03 11,97 

Sept 2020 605,16 12,25 

Maret-2021 593,48 12,05 

Perubahan Maret 2020-Maret 2021 -9,55 0,08 

Perubahan Sept 2020-Maret 2021 -11,68 0,20 

Kota+Desa   

Maret-2020 776,83 8,72 

Sept 2020 800,24 8,99 

Maret-2021 784,98 8,87 

Perubahan Maret 2020-Maret 2021 8,15 0,06 

Perubahan Sept 2020-Maret 2021 -15,26 -0,21 

     Sumber : Profil Kemiskinan Sulsel, Badan Pusat Statistik Prov. SulSe , Maret 2021 

Peningkatan penduduk miskin pada maret Tahun 2021 dibanding maret 

2020 lebih dipengaruhi oleh pandemic covid-19 di Sulawesi Selatan pada bulan 

Maret.  Penduduk miskin diprediksikan akan semakin meningkat seiring 

dengan bertambahnya tingkat pengangguran terbuka dan kontraksinya 

pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun di Sulawesi Selatan. 

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis 

kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama Maret 

2020 – Maret 2021, Garis Kemiskinan di Sulawesi selatan mengalami kenaikan, 

yaitu dari Rp 350.264,- per kapita per bulan menjadi Rp 372.491,- per kapita 

per bulan atau naik 6,35 persen. 

Peningkatan kemiskinan pada awal pandemic covid-19 diakibatkan 

dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk 

mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), yang berdampak pada 

pembatasan pada aktivitas perekonomian seperti penutupan aktifitas 

perdagangan dan public, dan memengaruhi pendapatan penduduk. Kondisi 

pandemi ini memengaruhi seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, 

dampak yang lebih dalam paling dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah. 

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan 

persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah 
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tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu 

memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus 

harus bisa mengurangi tingkat kedalaman (Ukuran rata-rata kesenjangan 

pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan) dan 

tingkat keparahan (ukuran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk 

miskin) dari kemiskinan. Adapu Indeks Kedalamam Kemiskinan dan Indeks 

Keparahan Kemiskinan periode Maret 2020 – Maret 2021 selengkapnya pada 

tabel berikut. 

Tabel II. 4  
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan 

(P2) di Sulawesi Selatan menurut Daerah, Maret 2020 - Maret 2021 

Tahun Kota Desa Kota + Desa 

1 2 3 4 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 

Maret - 2020 0,694 2,168 1,528 

Sept  - 2020 0,810 2,323 1,650 

Maret - 2021 0,788 2,060 1,489 

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 

Maret - 2020 0,157 0,568 0,389 

Sept  - 2020 0,177 0,682 0,457 

Maret - 2021 0,179 0,529 0,372 

Sumber : Profil Kemiskinan Sulsel, Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, Maret 2021 

2.1.5. Gini Rasio 

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Rasio. 

Nilai Gini Rasio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Rasio 

menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini rasio di Provinsi Sulawesi 

Selatan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Berdasarkan daerah tempat tinggal, 

Perkembangan Gini Rasio di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode Maret 

2020 - Maret 2021 untuk daerah perkotaan mengalami peningkatan sebesar 

0,008 poin yaitu dari 0,384 pada Maret 2020 menjadi 0,392 pada Maret 2021. 

Sedangkan di daerah perdesaan, nilai Gini Rasio mengalami penurunan sebesar 

0,018 poin di mana pada Maret 2020 sebesar 0,356 menjadi 0,338 pada Maret 

2021. Namun secara keseluruhan (Perkotaan + Pedesaan) Gini Rasio 

mengalami seikit penurunan dari periode maret 2020 yang sebesar 0,389 

menjadi sebesar 0,382. Selangkapnya pada tabel berikut. 

Tabel II. 5  
Gini Rasio Sulawesi Selatan Menurut Daerah, 

Periode Maret - 2020 hingga Maret - 2021 

Tahun Perkotaan Perdesaan Perkotaan+ 
Perdesaan 

(1) (2) (3) (4) 

Maret 2020 0,384 0,356 0,389 

Sept 2020 0,384 0,352 0,382 

Maret 2021 0,392 0,338 0,382 

     Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021 
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0.393

0.354

0.391

0.384

0.356

0.389

0.384

0.352

0.382

Perkotaan Perdesaan Perkotaan +
Perdesaan

Sept-19

Maret-2020

Sept-20

Pada perbandingan tingkat ketimpangan antara penduduk diperkotaan 

dengan penduduk dipedesaan menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan 

diperkotaan pada periode Maret 2020 hingga Maret 2021, kondisi ini 

dipengaruhi oleh penduduk dengan pendapatan tertinggi serta penduduk 

dengan pendapatan terendah umumnya berada pada daerah perkotaan, dengan 

tingkat variasi lapang pekerjaan yang lebih banyak di daerah perkotaan di 

banding pedesaan. Selengkapnya terlihat pada grafik berikut. 

Grafik II.15                                                

Perkembangan Gini Rasio Provinsi Sulawesi Selatan 
 Maret 2020 - Maret 2021 

Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. SulSel, 2021 

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 sampai triwulan ke II 

2.2.1 Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD 
2021 

Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 yang 

ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2021 berimplikasi terhadap 

perubahan jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan indicator kegiatan pada 

perubahan RKPD tahun 2021, hal ini disebabkan karena RKPD pokok 2021 

masih mengacu pada RPJMD pokok dan hasil pemetaan Permendagri 90 tahun 

2019 yang belum dituangkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi 

Selatan 2018 – 2023,  sedangkan Perubahan RKPD telah mengacu pada 

Perubahan RPJMD yang telah menyesuaikan dengan Program yang tertuang 

dalam permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutahiran kepmendagri 050.308 

Tahun 2019. Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Sistem 

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Adapun perbandingan antara program, 

kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan pada RKPD Pokok tahun 

2021 dan Perubahan RKPD Tahun 2021 terlihat pada tabel berikut. 
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Tabel II. 6  

Rekapitulasi Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Pokok 
2021 dan RKPD Perubahan 2021 

No. 
Urut 

Perangkat Daerah 

(RKPD Pokok 2021) 

Setelah Perubahan (yang 
dilaksanakan 2021 sesuai 

pemuktahiran kepmendagri 
050.308 thn 2019) 

Jmlh 
Prog. 

Jmlh 
Keg 

Jmlh 
Sub 
Keg. 

Jmlh  
Prog. 

P-RPJMD 

Jmlh 
Keg 

(SIPD 
2021) 

Jmlh 
Sub 
Keg. 

(SIPD 
2021) 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 Dinas Pendidikan 9 13 235 5 16 224 

2 Dinas Kesehatan 5 14 83 4 78 139 

3 
UPT Transfusi 
Darah 3 5 19 - 24 47 

4 
UPT Pelatihan 
Kesehatan 

3 15 6 - 11 35 

5 
UPT RSK Gigi dan 
Mulut 12 8 3 - 15 18 

6 
Rumah Sakit Umum 
Daerah Labuang 
Baji 

3 10 28 - 43 61 

7 
Rumah Sakit Umum 
Daerah Haji 
Makassar 

3 6 14 - 8 14 

8 
Rumah Sakit 
Khusus Daerah 1 1 3 - 11 14 

9 
Rumah Sakit 
Khusus Ibu Dan 
Anak Pertiwi 

2 5 6 - 14 14 

10 

Rumah Sakit 
Khusus Daerah Ibu 
dan Anak Sitti 
Fatimah 

2 3 12 - 28 35 

11 
Rumah Sakit Umum 
Sayang Rakyat 3 5 12 - 14 20 

12 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

12 19 59 10 89 564 

13 

Dinas Perumahan, 
Kawasan 
Permukiman dan 
Pertanahan 

13 15 77 7 56 115 

14 
Satuan Polisi 
Pamong Praja 4 8 47 3 34 110 

15 
Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

1 4 12 - 23 63 

16 Dinas Sosial 7 9 147 6 19 97 

17 
Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

9 18 48 8 81 114 

18 

Dinas 
Pemberdayaan 
Perempuan, 
Perlindungan Anak, 
Pengendalian 
Penduduk dan KB 

10 22 70 9 24 66 
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No. 
Urut 

Perangkat Daerah 

(RKPD Pokok 2021) 

Setelah Perubahan (yang 
dilaksanakan 2021 sesuai 

pemuktahiran kepmendagri 
050.308 thn 2019) 

Jmlh 
Prog. 

Jmlh 
Keg 

Jmlh 
Sub 
Keg. 

Jmlh  
Prog. 

P-RPJMD 

Jmlh 
Keg 

(SIPD 
2021) 

Jmlh 
Sub 
Keg. 

(SIPD 
2021) 

19 
Dinas Ketahanan 
Pangan 4 6 12 4 74 157 

20 
Dinas Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 10 17 1 10 58 112 

21 
Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

3 7 37 4 17 79 

22 

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa 

3 34 8 4 40 92 

23 Dinas Perhubungan 4 16 49 3 93 145 

24 

Dinas Komunikasi, 
Informatika, 
Statistik, dan 
Persandian 

4 11 33 4 47 77 

25 
Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah 

6 7 10 7 42 94 

26 

Dinas Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

5 6 14 5 56 111 

27 
Dinas Kepemudaan 
dan Olahraga 5 11 64 3 41 113 

28 
Dinas Kebudayaan 
Dan Kepariwisataan 11 19 65 9 64 110 

29 
Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan 5 37 70 5 25 95 

30 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan 6 11 62 5 44 106 

31 
Dinas Peternakan 
dan Kesehatan 
Hewan 

7 18 26 - 70 111 

32 

Dinas Tanaman 
Pangan, 
Hortikultura dan 
Perkebunan 

5 17 18 6 47 95 

33 Dinas Kehutanan 4 11 36 4 86 176 

34 
Dinas Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral 

5 27 99 5 84 146 

35 Dinas Perdagangan 6 15 37 6 45 70 

36 Dinas Perindustrian 4 6 36 3 48 101 

37 
Biro Pemerintahan 
dan Otonomi 
Daerah 

2 3 21 1 9 24 

38 
Biro Kesejahteraan 
Rakyat 8 10 37 1 9 32 

39 Biro Hukum 2 4 22 1 14 36 
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No. 
Urut 

Perangkat Daerah 

(RKPD Pokok 2021) 

Setelah Perubahan (yang 
dilaksanakan 2021 sesuai 

pemuktahiran kepmendagri 
050.308 thn 2019) 

Jmlh 
Prog. 

Jmlh 
Keg 

Jmlh 
Sub 
Keg. 

Jmlh  
Prog. 

P-RPJMD 

Jmlh 
Keg 

(SIPD 
2021) 

Jmlh 
Sub 
Keg. 

(SIPD 
2021) 

40 Biro Organisasi 2 4 32 1 10 49 

41 Biro Umum 2 4 47 - 10 45 

42 
Biro Administrasi 
Pimpinan 2 3 19 - 11 42 

43 
Biro Perekonomian 
dan Administrasi 
Pembangunan 

2 5 27 2 21 62 

44 
Biro Pengadaan 
Barang/Jasa 

2 5 27 1 12 48 

45 Sekretariat DPRD 2 10 44 1 61 203 

46 

Badan Perencanaan 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah 

5 16 39 3 35 131 

47 
Badan Keuangan 
dan Aset Daerah 3 9 57 2 75 126 

48 
Badan Pendapatan 
Daerah 

2 4 22 2 61 208 

49 
Badan Kepegawaian 
Daerah 2 9 75 1 51 146 

50 

Badan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

2 7 52 1 10 43 

51 
Badan 
Penghubung 
Daerah 

2 4 24 1 26 88 

52 Inspektorat Daerah 4 11 33 2 13 87 

53 
Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 6 57 134 5 63 145 

Total 247 616 2.243 164 2.060 5.255 

Sumber : RKPD Pokok 2021, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023, dan     SIPD 

2021 

Tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi pengurangan jumlah program 

yang semula sebanyak 247 Program menjadi 164 program sesuai yang tertuang 

dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023, sedangkan 

kegiatan dan sub kegiatan mengalami penambahan dari 616 kegiatan menjadi 

2.060 kegiatan dan 2.243 sub kegiatan menjadi 5.255 sub kegiatan. 

2.2.2   Evaluasi Capaian Pendanaan dan Kinerja RKPD 2021 

Informasi tentang realisasi anggaran kegiatan memberikan gambaran 

seberapa besar anggaran yang telah terserap untuk mencapai tujuan dan 
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sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam APBD 2021. Gambaran 

sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel II. 7  

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 

Hingga Triwulan II 

No. 
Nama Perangkat 

Daerah 

Pagu 
Realisasi Bulan 
S/D Triwulan Ii 

Persentase 

Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Keu Fisik 

1 Dinas Pendidikan 3.041.569.342.026 1.052.445.997.449 34,60 40,58 

2 Dinas Kesehatan 133.399.356.423 41.674.478.284 31,24 33,16 

3 UPT Transfusi Darah 6.759.853.979 1.955.935.764 28,93 34,73 

4 
UPT Pelatihan 
Kesehatan 

3.914.050.396 1.297.380.735 33,15 38,53 

5 
UPT RSK Gigi dan 
Mulut 

19.788.854.325 1.085.253.968 5,48 32,82 

6 
Rumah Sakit Umum 
Daerah Labuang Baji 

167.702.002.130 64.651.992.852 38,55 43,95 

7 
Rumah Sakit Umum 
Daerah Haji Makassar 

120.049.676.917 38.803.299.214 32,32 41,10 

8 
Rumah Sakit Khusus 
Daerah 

174.127.303.570 45.766.294.204 26,28 44,80 

9 
Rumah Sakit Khusus 
Ibu Dan Anak Pertiwi 

42.383.363.472 17.624.199.382 41,58 53,32 

10 
Rumah Sakit Khusus 
Daerah Ibu dan Anak 
Sitti Fatimah 

46.047.794.022 14.563.084.787 31,63 47,98 

11 
Rumah Sakit Umum 
Sayang Rakyat 

56.049.840.870 23.520.009.997 41,96 42,0 

12 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

1.549.470.205.480 517.121.639.061 33,37 44,49 

13 
Satuan Polisi Pamong 
Praja 

41.690.349.821 20.086.544.197 48,18 51,42 

14 
Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

18.741.600.218 6.311.720.658 33,68 38,23 

15 Dinas Sosial 65.341.094.048 22.821.089.989 34,93 42,80 

16 
Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

36.164.725.952 16.629.125.646 45,98 49,85 

17 

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, 
Perlindungan Anak, 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

16.550.977.526 6.252.248.684 37,78 42,35 

18 
Dinas Ketahanan 
Pangan 

43.927.033.845 13.850.690.955 31,53 34,66 

19 
Dinas Tanaman 
Pangan, Hortikultura 
dan Perkebunan 

459.387.298.784 110.654.121.773 24,09 29,01 

20 

Dinas Perumahan, 
Kawasan 
Permukiman dan 
Pertanahan 

33.840.677.067 9.845.197.741 29,09 34,19 

21 
Dinas Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

28.236.437.988 9.948.492.926 35,23 38,62 

22 
Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

12.837.220.848 4.808.738.457 37,46 39,85 
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No. 
Nama Perangkat 

Daerah 

Pagu 
Realisasi Bulan 
S/D Triwulan Ii 

Persentase 

Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Keu Fisik 

23 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 

22.479.266.719 8.512.570.920 37,87 39,0 

24 Dinas Perhubungan 92.776.647.269 28.139.266.259 30,33 30,44 

25 
Dinas Komunikasi, 
Informatika, Statistik, 
dan Persandian 

32.705.409.815 12.081.674.239 36,94 44,50 

26 
Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah 

29.263.550.830 10.070.238.521 34,41 45,19 

27 
Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

21.555.625.622 9.114.831.149 42,29 51,09 

28 
Dinas Kepemudaan 
dan Olahraga 

1.232.435.722.761 20.546.307.646 1,67 11,32 

29 
Dinas Kebudayaan 
Dan Kepariwisataan 

52.118.710.247 13.716.856.064 26,32 33,05 

30 
Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan 

59.673.977.567 27.949.829.154 46,84 51,52 

31 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

87.391.949.707 21.008.036.243 24,04 34,33 

32 
Dinas Peternakan dan 
Kesehatan Hewan 

76.642.168.239 17.961.120.715 23,44 25,34 

33 Dinas Kehutanan 157.747.468.972 66.014.538.448 41,85 48,64 

34 
Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral 

29.051.320.855 10.283.157.925 35,40 38,97 

35 Dinas Perdagangan 18.849.483.499 6.438.718.478 34,16 36,24 

36 Dinas Perindustrian 37.409.817.618 9.726.550.747 26,0 26,34 

37 
Biro Pemerintahan 
dan Otonomi Daerah 

2.818.209.524 757.922.091 26,89 30,02 

38 
Biro Kesejahteraan 
Rakyat 

1.242.580.943.746 297.852.628.106 23,97 26,21 

39 Biro Hukum 21.012.239.772 1.199.856.754 5,71 28,90 

40 Biro Organisasi 6.431.071.736 1.577.356.451 24,53 36,50 

41 Biro Umum 188.550.360.353 70.390.902.939 37,33 50,05 

42 
Biro Administrasi 
Pimpinan 

7.000.240.626 2.193.739.496 31,34 37,35 

43 
Biro Perekonomian 
dan Administrasi 
Pembangunan 

5.761.692.012 971.455.002 16,86 34,25 

44 
Biro Pengadaan 
Barang/Jasa 

4.068.589.124 1.423.361.140 34,98 38,42 

45 Sekretariat DPRD 340.380.768.364 131.939.110.286 38,76 41,33 

46 

Badan Perencanaan 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah 

68.878.949.649 26.422.618.496 38,36 41,28 

47 
Badan Keuangan dan 
Aset Daerah 

2.209.360.306.380 455.960.226.073 20,64 50,35 

48 
Badan Pendapatan 
Daerah 

174.933.508.603 84.090.361.773 48,07 54,11 

49 
Badan Kepegawaian 
Daerah 

28.244.184.070 13.801.445.114 48,86 50,35 

50 

Badan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

36.220.140.079 14.488.225.888 40,0 40,63 
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No. 
Nama Perangkat 

Daerah 

Pagu 
Realisasi Bulan 
S/D Triwulan Ii 

Persentase 

Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) Keu Fisik 

51 
Badan Penghubung 
Daerah 

18.310.676.518 10.048.119.772 54,88 55,73 

52 Inspektorat Daerah 55.985.946.414 21.092.387.492 37,67 39,56 

53 
Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

23.667.702.702 4.338.305.526 18,33 37,40 

Jumlah 12.502.285.709.098 3.441.829.255.629 27,53 38,43 

Sumber : e-monev Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total jumalh anggaran 

yang dialokasikan unruk pelaksanaan kegiatan pembangunan di Sulawesi 

Selatan tahun 2021 adalah Rp. 12.502.285.709.099,- anggaran tersebut terbagi 

atas 53 perangkat daerah.  Realisasi serapan anggaran dari pelaksanaan 

kegiatan hingga triwulan II adalah sebesar 27,53% dengan capaian realisasi 

fifik sebesar 38,43, kondisi ini menunjukkan capaian sebesar 61,2% dari target 

45% yang diharapkan pada triwulan II. Dari 53 perangkat daerah yang ada, 

terdapat 7 OPD yang dapat dikategorikan memiliki kinerja baik dari sisi 

penyerapan anggaran sebab persentase diperoleh telah melebihi nilai 45% 

yang ditetapkan pada triwulan II. Adapun organisasi perangkap daerah yang 

dapat dikategorikan berkinerja baik dengan tingkat capaian realisasi diatas 

45% (tinggi) adalah : 

a.  Badan Penghubung Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 54,88% 

dengan ralisasi fisik sebesar 55,73%;  

b.  Badan Kepegawaian Daerah dengan realisasi anggaran 48,86% dengan 

realisasi fisi sebesar 50,35%;  

c. Satuan Polisi Pamong Praja dengan realisasi anggaran sebesar 

48,18%dengan realisasi fisik sebesar51,42%; 

d. Badan Pendapatan Daerah dengan realisasi anggara sebesar 48,07% 

dengan capaian ralisasi fisik sebesar 54,11%;  

e. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan realisasi anggaran sebesar 

46,84% dengan capaian ralisasi fisik sebesar 51,52%;  

f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan realisasi anggaran sebesar 

45,98% dengan capaian ralisasi fisik sebesar 49,85%;  

Sebagian besar penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan OPD 

hingga triwulan II masih dalam kategori sedang yaitu 20 – <45%, dengan 

jumlah OPD sebanyak 41 atau 77% dari jumlah keseluruhan OPD, selebihnya 

sebanyak 5 OPD dengan ralisasi anggaran yang tergolong rendah dengan 

serapan anggakar kurang dari 20% hingga triwulan II. 

2.2.2.1 Evaluasi Capaian Pendanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

Dalam Pelaksanaan RKPD 2021 

Informasi tentang capaian pendanaan memberikan gambaran capaian 

berdasarkan realisasi anggaran pada masing-masing perangkat daerah dimulai 

dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terdapat pada Organisasi 

perangkat daerah. Capaian kinerja pendanaan tersebut dikategorikan dalam 3 

kelompok, yaitu kategori Rendah untuk perangkat daerah dengan realisasi 0 – 

20%, Kategori Sedang Untuk perangkat daerah dengan realisasi anggaran lebih 
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besar dari 20% - 45% dan kategori Tinggi untuk  perangkat daerah dengan 

realisasi anggaran diatas 45%. Penetapan batas tertinggi realisasi yang 

diharapkan sebesar 45% di dasarkan atas tingkat capapain yang diharapkan 

untuk triwulan II adalah 45%, sehingga jika terdapat OPD dengan capaian 

realisasi pendanaan lebih dari 45% dianggap melampaui target dan berada 

pada kategori tinggi. 

1. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Program 

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pendanaan pada level 

program untuk tiap perangkat daerah dengan menggunakan kategori tersebut 

datas maka dapat dijelaskan bahwa jumlah program yang dilaksanakan pada 

seluruh perangkat darerah sebanyak 227 program dengan rincian capaian yang 

masuk pada kategorirendah ada sebanyak 116 program yang ralisasinya 0-

20%. Untuk capaian kinerja mulai 20-45% terdapat 85 program dengan 

kategori sedang, untuk capaian kinerja pendanaan yang resapannya diatas 45% 

terdapat 26 Program dengan kategori tinggi. 

2. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level Kegiatan 

Untuk evaluasi pelaksanaan Capaian kinerja pendanaan pada level kegiatan 

pada masing-masing perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa terdapat 635 

kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Dari keseluruhan 

kegiatan tersebut 75,34% realisasi pendanaannya hingga triwuan II masih 

dalam kategori rendah yaitu 0 – 20%,. Sedang yang berada dalam karegori 

sedang sebanyak 28 kegiatan dan kategori tinggi dengan capapain realisasi 

ditas 45% sebanyak 128 kegiatan.   

Namun demikian terdapat 2 perangkat daerah dengan capaian sangat 

baik sebab dari seluruh kegiatannya lebih dari 50 % diantaranya telah berada 

dalam karegori tinggi, Organisasi Perangkat Daerah tersebut adalah Rumah 

Sakit Khusus Daerah yang jumlah kegiatan sebanyak 4 seluruhnya telah 

menunjukkan realisasi pendanaan diatas 45% serta Inspektorat menunjukkan 

bahwa 6 diantara 11 kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai realisasi 

pendanaan sebesar lebih dari 45%. 

3. Evaluasi Capaian Pendanaan Pada Level sub Kegiatan 

Adapun evaluasi capaian kinerja pendanaan pada masing-masing 

perangkat daerah pada level sub kegiatan dapat dijelaskan bahwa dari 1.991 

sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdapat 1.102 atau 55,35% 

yang capaian kinerja pendanaanya masih rendah, selebihnya sebanyak 80 sub 

kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan sedang dan 809 

kegiatan dalam kategori pencapaian realisasi pendanaan tinggi sebab telah 

dapat mencapai realisasi pendanaan lebih dari 45% yang merupakan batas 

realisasi yang diharapkan pada triwulan II.  Selain itu capaian kinerja 

pendanaan yang baik ditunjukkan oleh 17 Organisasi Perangkat Daerah  dari 53 

Organisasi Perangkat Daerah  yang melaksanakan sub kegiatan di tahun 

2021sebab dari seluruh sub kegiatan yang terdapat pada OPD tersebut lebih 

dari 50% diataranya dapat merealisasi capaian kinerja pendanaan melebihi 

target pada triwulan II. Organisasi Perangkat Daerah tersebut diantaranya 

adalah : 
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1) Biro Perekonimian dan Administrasi Pembangunan yang melaksananan 13 

sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% 

pada seluruh sub kegiatan; 

2) Dinas Pendidikan yang melaksananan 110 sub kegiatan menunjukkan 

realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% pada 70 sub kegiatan; 

3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksananan 30 sub kegiatan 

menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% pada 22 sub 

kegiatan; 

4) Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Sitti Fatimah yang melaksananan 

13 sub kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 

45% pada 11 sub kegiatan; 

5) Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Pertiwi yang melaksananan 6 sub 

kegiatan menunjukkan realisasi capaian pendanaan yang lebih dari 45% 

pada 5 sub kegiatan; 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas capaian kinerja pendanaan 

berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 





PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 

 
Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan II | II - 26  

Tabel II. 8  

Rekapitulasi Capaian Kinerja Pendanaan berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II 
Tahun 2021 

No. Perangkat daerah Pagu (Rp) 
Jumlah  
Prog. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 
pendanaan Jumlah  

Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 
pendanaan 

Jumlah  
Sub 
Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 
pendanaan 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 45% 
0 - 

20% 
20 – 
45% 

> 45% 
0 - 

20% 
20 – 
45% 

> 
45% 

(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Dinas Pendidikan 3.041.569.342.026 6 3 3 0 15 8 2 5 110 39 1 70 

2 Dinas Kesehatan 133.399.356.423 3 2 0 1 14 11 0 3 43 18 1 24 

3 UPT Transfusi Darah 6.759.853.979 2 2 0 0 7 4 0 3 17 10 2 5 

4 UPT Pelatihan Kesehatan 3.914.050.396 3 2 1 0 11 8 0 3 23 17 0 6 

5 UPT RSK Gigi dan Mulut 19.788.854.325 2 2 0 0 2 1 0 1 3 1 0 2 

6 
Rumah Sakit Umum 
Daerah Labuang Baji 167.702.002.130 3 2 0 1 12 3 2 7 22 5 0 17 

7 
Rumah Sakit Umum 
Daerah Haji Makassar 120.049.676.917 2 1 1 0 3 2 1 0 5 3 0 2 

8 
Rumah Sakit Khusus 
Daerah 

174.127.303.570 2 1 1 0 4 0 0 4 5 1 0 4 

9 
Rumah Sakit Khusus Ibu 
Dan Anak Pertiwi 42.383.363.472 3 1 1 1 5 4 0 1 6 1 0 5 

10 
Rumah Sakit Khusus 
Daerah Ibu dan Anak Sitti 
Fatimah 

46.047.794.022 3 2 1 0 6 4 0 2 13 2 0 11 
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No. Perangkat daerah Pagu (Rp) 
Jumlah  
Prog. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 
pendanaan Jumlah  

Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 
pendanaan 

Jumlah  
Sub 
Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 
pendanaan 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 45% 
0 - 

20% 
20 – 
45% 

> 45% 
0 - 

20% 
20 – 
45% 

> 
45% 

(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) 

11 
Rumah Sakit Umum 
Sayang Rakyat 

56.049.840.870 3 1 0 2 5 5 0 0 7 3 0 4 

12 
Dinas Pekerjaan Umum 
dan Tata Ruang 1.549.470.205.480 10 5 4 1 24 20 0 4 97 58 1 38 

13 Satuan Polisi Pamong Praja 41.690.349.821 4 2 1 1 15 5 1 9 47 17 2 28 

14 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah 18.741.600.218 2 0 2 0 10 7 2 1 30 6 2 22 

15 Dinas Sosial 65.341.094.048 7 5 2 0 18 15 0 3 56 35 0 21 

16 
Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

36.164.725.952 8 4 3 1 18 13 1 4 32 24 2 6 

17 

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan 
Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga 
Berencana 

16.550.977.526 10 6 4 0 19 17 0 2 39 25 0 14 

18 Dinas Ketahanan Pangan 43.927.033.845 5 3 2 0 13 12 0 1 39 16 3 20 

19 
Dinas Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan 
Perkebunan 

459.387.298.784 5 2 2 1 9 9 0 0 24 21 0 3 

20 
Dinas Perumahan, 
Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan 

33.840.677.067 8 4 4 0 18 16 0 2 59 43 1 15 
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No. Perangkat daerah Pagu (Rp) 
Jumlah  
Prog. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 
pendanaan Jumlah  

Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 
pendanaan 

Jumlah  
Sub 
Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 
pendanaan 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 45% 
0 - 

20% 
20 – 
45% 

> 45% 
0 - 

20% 
20 – 
45% 

> 
45% 

(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) 

21 
Dinas Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

28.236.437.988 10 4 6 0 16 14 0 2 33 21 1 11 

22 
Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 12.837.220.848 5 4 1 0 17 14 0 3 47 29 0 18 

23 
Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa 22.479.266.719 6 4 1 1 11 7 0 4 33 16 0 17 

24 Dinas Perhubungan 92.776.647.269 4 1 3 0 17 16 0 1 41 30 0 11 

25 
Dinas Komunikasi, 
Informatika, Statistik, dan 
Persandian 

32.705.409.815 5 0 4 1 9 9 0 0 29 21 3 5 

26 
Dinas Koperasi, Usaha 
Kecil dan Menengah 29.263.550.830 8 6 2 0 17 13 0 4 36 19 0 17 

27 
Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

21.555.625.622 6 3 1 2 13 10 3 0 36 27 1 8 

28 
Dinas Kepemudaan dan 
Olahraga 

1.232.435.722.761 4 3 0 1 16 7 0 9 51 27 0 24 

29 
Dinas Kebudayaan Dan 
Kepariwisataan 

52.118.710.247 9 6 3 0 17 15 0 2 37 26 0 11 

30 
Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan 

59.673.977.567 4 0 3 1 15 13 1 1 41 20 5 16 

31 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

87.391.949.707 6 4 1 1 14 13 1 0 44 30 0 14 
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No. Perangkat daerah Pagu (Rp) 
Jumlah  
Prog. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 
pendanaan Jumlah  

Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 
pendanaan 

Jumlah  
Sub 
Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 
pendanaan 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 45% 
0 - 

20% 
20 – 
45% 

> 45% 
0 - 

20% 
20 – 
45% 

> 
45% 

(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) 

32 
Dinas Peternakan dan 
Kesehatan Hewan 76.642.168.239 6 4 1 1 15 15 0 0 36 24 1 11 

33 Dinas Kehutanan 157.747.468.972 5 3 1 1 14 12 0 2 30 14 0 16 

34 
Dinas Energi dan Sumber 
Daya Mineral 

29.051.320.855 5 1 2 2 11 11 0 0 33 18 1 14 

35 Dinas Perdagangan 18.849.483.499 7 5 2 0 14 8 0 6 32 12 1 19 

36 Dinas Perindustrian 37.409.817.618 4 3 1 0 10 4 4 2 31 17 2 12 

37 
Biro Pemerintahan dan 
Otonomi Daerah 2.818.209.524 2 0 2 0 8 3 2 3 19 1 7 11 

38 Biro Kesejahteraan Rakyat 1.242.580.943.746 2 0 2 0 9 4 1 4 32 17 1 14 

39 Biro Hukum 21.012.239.772 2 1 0 1 8 5 0 3 15 8 1 6 

40 Biro Organisasi 6.431.071.736 2 0 2 0 10 9 0 1 32 22 1 9 

41 Biro Umum 188.550.360.353 1 0 1 0 10 0 1 9 44 25 1 18 

42 
Biro Administrasi 
Pimpinan 

7.000.240.626 1 0 1 0 8 5 3 0 22 8 1 13 

43 
Biro Perekonomian dan 
Administrasi 
Pembangunan 

5.761.692.012 3 1 1 1 9 9 0 0 13 0 0 13 

44 
Biro Pengadaan 
Barang/Jasa 

4.068.589.124 2 1 0 1 7 4 2 1 17 13 1 3 

45 Sekretariat DPRD 340.380.768.364 2 0 2 0 18 14 0 4 82 20 25 37 
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No. Perangkat daerah Pagu (Rp) 
Jumlah  
Prog. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 
pendanaan Jumlah  

Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 
pendanaan 

Jumlah  
Sub 
Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 
pendanaan 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 45% 
0 - 

20% 
20 – 
45% 

> 45% 
0 - 

20% 
20 – 
45% 

> 
45% 

(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) 

46 

Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian 
dan Pengembangan 
Daerah 

68.878.949.649 4 1 2 1 18 18 0 0 62 51 2 9 

47 
Badan Keuangan dan Aset 
Daerah 

2.209.360.306.380 3 2 1 0 14 14 0 0 64 44 1 19 

48 Badan Pendapatan Daerah 174.933.508.603 3 1 1 1 12 10 0 2 80 54 2 24 

49 
Badan Kepegawaian 
Daerah 

28.244.184.070 2 1 1 0 12 12 0 0 83 47 1 35 

50 
Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia 

36.220.140.079 2 1 1 0 8 4 1 3 35 18 2 15 

51 Badan Penghubung Daerah 18.310.676.518 2 0 1 1 6 6 0 0 16 13 0 3 

52 Inspektorat Daerah 55.985.946.414 3 1 2 0 11 5 0 6 50 29 4 17 

53 
Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik 

23.667.702.702 6 5 1 0 13 12 0 1 58 36 0 22 

 Jumlah 12.502.285.709.099 227 116 85 26 635 479 28 128 1.991 1.102 80 809 

Sumber : Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 
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2.2.2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

Dalam Pelaksanaan RKPD 2021 

Informasi tentang capaian kinerja memberikan gambaran capaian 

kinerja realisasi fisik pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang 

terdapat pada Organisasi perangkat daerah. Capaian kinerja tersebut 

dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu kategori Rendah untuk perangkat 

daerah dengan realisasi 0 – 20%, Kategori Sedang Untuk perangkat daerah 

dengan realisasi kinerja lebih besar dari 20% - 45% dan kategori Tinggi untuk  

perangkat daerah dengan realisasi kinerja diatas 45%. Penetapan batas 

tertinggi realisasi yang diharapkan sebesar 45% di dasarkan atas tingkat 

capaian yang diharapkan untuk triwulan II adalah 45%, sehingga jika terdapat 

OPD dengan capaian realisasi pendanaan lebih dari 45% dianggap melampaui 

target dan berada pada kategori tinggi. 

1. Evaluasi Capaian Kinerja Outcome Pada Level Program 

Untuk evaluasi pelaksanaan kinerja outcome pada level program dapat 

digambaran sebagai berikut: untuk Pencapaian program  pada tiap-tiap 

perangkat daerah dapat dijelaskan bahwa dari 227 Program yang dilaksanakan 

sampai dengan triwulan kedua capaian kinerja program yang masih masuk 

pada kategori rendah atau dibawah 20 % terdapat 172 program dengan 

kategori rendah, untuk pencapaian kinerja 205-45% terdapat 51 program 

dengan kategori sedang, selebihnya sebanyak 4 Program yang capaian kinerja 

masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 45% yang merupakan batas 

realisasi yang diharapkan pada triwulan II. 

2. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level Kegiatan 

Sebagai gambaran pencapaian kinerja kegiatan dapat yang 

tergambarkan dalam tabel bibawah ini dapat dijelaskan bahwa dari 635 

Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat dijelaskan 

bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 20 % terdapat 4 

Kegiatan, selebihnya sebanyak 631 Program yang capaian kinerja masuk dalam 

kategori pencapaian lebih dari 45% yang merupakan batas realisasi yang 

diharapkan pada triwulan II.   

3. Evaluasi Capaian Kinerja Output Pada Level sub Kegiatan 

Sedangkan Sebagai gambaran pencapaian kinerja sub kegiatan dapat 

yang tergambarkan dalam tabel bibawah ini dapat dijelaskan bahwa dari 

1991Sub Kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan triwulan kedua dapat 

dijelaskan bahwa yang capaian kinerja masih rendah atau dibawah 20 % 

terdapat 27 sub  Kegiatan, selebihnya sebanyak 1964 Program yang capaian 

kinerja masuk dalam kategori pencapaian lebih dari 45% yang merupakan 

batas realisasi yang diharapkan pada triwulan II.   
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Tabel II. 9  

Rekapitulasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2021 Triwulan II 

No. Perangkat daerah Pagu (Rp) 
Jumlah  
Prog. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja Jumlah  
Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja Jumlah  
Sub 
Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 
45% 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 
45% 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 45% 

(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Dinas Pendidikan 3.041.569.342.026 6 5 1 0 15 0 0 15 110 0 0 110 

2 Dinas Kesehatan 133.399.356.423 3 3 0 0 14 0 0 14 43 0 0 43 

3 UPT Transfusi Darah 6.759.853.979 2 2 0 0 7 0 0 7 17 0 0 17 

4 
UPT Pelatihan 
Kesehatan 

3.914.050.396 3 2 1 0 11 0 0 11 23 0 0 23 

5 
UPT RSK Gigi dan 
Mulut 

19.788.854.325 2 2 0 0 2 0 0 2 3 0 0 3 

6 
Rumah Sakit Umum 
Daerah Labuang Baji 

167.702.002.130 3 3 0 0 12 0 0 12 22 0 0 22 

7 
Rumah Sakit Umum 
Daerah Haji 
Makassar 

120.049.676.917 2 2 0 0 3 0 0 3 5 0 0 5 

8 
Rumah Sakit Khusus 
Daerah 

174.127.303.570 2 1 1 0 4 0 0 4 5 0 0 5 

9 
Rumah Sakit Khusus 
Ibu Dan Anak 
Pertiwi 

42.383.363.472 3 2 1 0 5 0 0 5 6 0 0 6 

10 
Rumah Sakit Khusus 
Daerah Ibu dan Anak 
Sitti Fatimah 

46.047.794.022 3 3 0 0 6 0 0 6 13 0 0 13 
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No. Perangkat daerah Pagu (Rp) 
Jumlah  
Prog. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja Jumlah  
Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja Jumlah  
Sub 
Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 
45% 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 
45% 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 45% 

(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

11 
Rumah Sakit Umum 
Sayang Rakyat 

56.049.840.870 3 2 0 1 5 0 0 5 7 0 0 7 

12 
Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang 

1.549.470.205.480 10 8 2 0 24 0 0 24 97 0 0 97 

13 
Satuan Polisi 
Pamong Praja 

41.690.349.821 4 3 1 0 15 0 0 15 47 0 0 47 

14 
Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 

18.741.600.218 2 1 1 0 10 0 0 10 30 0 0 30 

15 Dinas Sosial 65.341.094.048 7 7 0 0 18 0 0 18 56 2 0 54 

16 
Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi 

36.164.725.952 8 7 1 0 18 0 0 18 32 0 0 32 

17 

Dinas 
Pemberdayaan 
Perempuan, 
Perlindungan Anak, 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga Berencana 

16.550.977.526 10 3 7 0 19 0 0 19 39 0 0 39 

18 
Dinas Ketahanan 
Pangan 

43.927.033.845 5 4 1 0 13 0 0 13 39 0 0 39 

19 
Dinas Tanaman 
Pangan, Hortikultura 

459.387.298.784 5 3 2 0 9 0 0 9 24 0 0 24 
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No. Perangkat daerah Pagu (Rp) 
Jumlah  
Prog. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja Jumlah  
Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja Jumlah  
Sub 
Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 
45% 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 
45% 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 45% 

(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
dan Perkebunan 

20 

Dinas Perumahan, 
Kawasan 
Permukiman dan 
Pertanahan 

33.840.677.067 8 6 2 0 18 0 0 18 59 0 0 59 

21 
Dinas Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

28.236.437.988 10 10 0 0 16 0 0 16 33 0 0 33 

22 
Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil 

12.837.220.848 5 5 0 0 17 0 0 17 47 0 0 47 

23 

Dinas 
Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Desa 

22.479.266.719 6 5 0 1 11 0 0 11 33 2 0 31 

24 Dinas Perhubungan 92.776.647.269 4 3 1 0 17 0 0 17 41 0 0 41 

25 

Dinas Komunikasi, 
Informatika, 
Statistik, dan 
Persandian 

32.705.409.815 5 4 1 0 9 0 0 9 29 0 0 29 

26 
Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan 
Menengah 

29.263.550.830 8 1 7 0 17 0 0 17 36 0 0 36 

27 
Dinas Penanaman 
Modal dan 

21.555.625.622 6 6 0 0 13 0 0 13 36 0 0 36 



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 

 

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 Triwulan II | II - 35  

No. Perangkat daerah Pagu (Rp) 
Jumlah  
Prog. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja Jumlah  
Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja Jumlah  
Sub 
Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 
45% 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 
45% 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 45% 

(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

28 
Dinas Kepemudaan 
dan Olahraga 

1.232.435.722.761 4 4 0 0 16 0 0 16 51 0 0 51 

29 
Dinas Kebudayaan 
Dan Kepariwisataan 

52.118.710.247 9 9 0 0 17 0 0 17 37 0 0 37 

30 
Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan 

59.673.977.567 4 1 3 0 15 0 0 15 41 0 0 41 

31 
Dinas Kelautan dan 
Perikanan 

87.391.949.707 6 6 0 0 14 0 0 14 44 0 0 44 

32 
Dinas Peternakan 
dan Kesehatan 
Hewan 

76.642.168.239 6 6 0 0 15 0 0 15 36 0 0 36 

33 Dinas Kehutanan 157.747.468.972 5 4 0 1 14 0 0 14 30 0 0 30 

34 
Dinas Energi dan 
Sumber Daya 
Mineral 

29.051.320.855 5 2 3 0 11 0 0 11 33 0 0 33 

35 Dinas Perdagangan 18.849.483.499 7 6 1 0 14 0 0 14 32 0 0 32 

36 Dinas Perindustrian 37.409.817.618 4 4 0 0 10 0 0 10 31 0 0 31 

37 
Biro Pemerintahan 
dan Otonomi Daerah 

2.818.209.524 2 2 0 0 8 0 0 8 19 0 0 19 

38 
Biro Kesejahteraan 
Rakyat 

1.242.580.943.746 2 1 1 0 9 0 0 9 32 0 0 32 
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No. Perangkat daerah Pagu (Rp) 
Jumlah  
Prog. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja Jumlah  
Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja Jumlah  
Sub 
Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 
45% 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 
45% 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 45% 

(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

39 Biro Hukum 21.012.239.772 2 2 0 0 8 1 0 7 15 3 0 12 

40 Biro Organisasi 6.431.071.736 2 2 0 0 10 0 0 10 32 0 0 32 

41 Biro Umum 188.550.360.353 1 1 0 0 10 0 0 10 44 2 0 42 

42 
Biro Administrasi 
Pimpinan 

7.000.240.626 1 0 1 0 8 0 0 8 22 0 0 22 

43 
Biro Perekonomian 
dan Administrasi 
Pembangunan 

5.761.692.012 3 2 1 0 9 0 0 9 13 0 0 13 

44 
Biro Pengadaan 
Barang/Jasa 

4.068.589.124 2 1 0 1 7 0 0 7 17 0 0 17 

45 Sekretariat DPRD 340.380.768.364 2 2 0 0 18 0 0 18 82 0 0 82 

46 

Badan Perencanaan 
Pembangunan, 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Daerah 

68.878.949.649 4 3 1 0 18 0 0 18 62 0 0 62 

47 
Badan Keuangan 
dan Aset Daerah 

2.209.360.306.380 3 2 1 0 14 0 0 14 64 10 0 54 

48 
Badan Pendapatan 
Daerah 

174.933.508.603 3 2 1 0 12 0 0 12 80 1 0 79 

49 
Badan Kepegawaian 
Daerah 

28.244.184.070 2 0 2 0 12 0 0 12 83 0 0 83 
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No. Perangkat daerah Pagu (Rp) 
Jumlah  
Prog. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja Jumlah  
Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja Jumlah  
Sub 
Keg. 

Jumlah kegiatan 
berdasarkan tingkat 

Capaian kinerja 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 
45% 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 
45% 

0 - 
20% 

20 – 
45% 

> 45% 

(R) (S) (T) (R) (S) (T) (R) (S) (T) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

50 

Badan 
Pengembangan 
Sumber Daya 
Manusia 

36.220.140.079 2 2 0 0 8 0 0 8 35 0 0 35 

51 
Badan Penghubung 
Daerah 

18.310.676.518 2 1 1 0 6 3 0 3 16 7 0 9 

52 Inspektorat Daerah 55.985.946.414 3 3 0 0 11 0 0 11 50 0 0 50 

53 
Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

23.667.702.702 6 1 5 0 13 0 0 13 58 0 0 58 

 Jumlah 12.502.285.709.099 227 172 51 4 635 4 0 631 1991 27 0 1964 

Sumber : Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 
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2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 berdasarkan Mandatori 
dan Urusan 

2.3.1 Evaluasi Pelaksanaan SPM 

Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur kinerja pelayanan dasar 

kepada masyarakat yang secara minimal harus disediakan oleh daerah dalam 

penyelenggaraan urusan wajib. ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan 

dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap 

warga secara minimal. 

Sebagai gambaran pelaksanaan pencapaian SPM sampai dengan triwulan 

ke II dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bidang Pendidikan di Sulawesi Selatan diantaranya adalah akses layanan 

pendidikan untuk semua, mutu pendidikan, sarana dan prasarana serta 

pemerataan dan kualitas pendidik yang belum sesuai dengan perubahan 

dinamika perilaku lapangan kerja di era milenial dan revolusi industri 4.0. 

2. Untuk bidang kesehatan permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah 

pemulihan kesehatan masyarakat dengan adanya pandemi Covid-19 diawal 

tahun 2020 masih berdampak sampai dengan pertengahan tahun 2021. 

Ada berbagaiupaya dilakukan oleh pemerintah dengan vaksinasi secara 

massal dan dengan tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran 

perilaku hidup bersih mencuci tangan, memakai masker, menghindari 

kerumunan.  

3. Masalah lainnya adalah pada pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah 

Lintas Kabupaten/Kota yang diukur dari Persentase Warga Negara yang 

memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/kota sampai 

dengan tahun akhir tahun 2020 belum terpenuhi dikarenakan di Sulawesi 

Selatan belum terdapat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional. 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini sedang mengupayakan 

pembangunan SPAM Regional di kawasan Perkotaan Mamminasata dengan 

melakukan penyusunan Rencana Induk SPAM Regional Mamminasata yang 

direncanakan akan dibangun di Kabupaten Gowa dan akan difasilitasi 

pembangunannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat. 

Tabel II. 10  
Capaian Indikator SPM Tahun 2020 dan  

Capaian Indikator SPM Tahun 2021 sampai triwulan II  

No. 
Urut 

Bidang Urusan/Jenis 
Pelayanan/Indikator 

Target 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

(TW II) 
Idikator Tahun 
2020 (PP No.2 
Tahun 2018) 

Indikator 2021 
(Permendagri 

100) 

   

1 PENDIDIKAN         

1,1 
Pendidikan 
Menengah 

Pendidikan 
Menengah 

    
  

1 

warga negara usia 16 
– 18 tahun yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan 
menengah 

Persentase 
jumlah warga 
negara usia 16-18 
tahun yang 
berpartisipasi 

100% 76,62 30% 
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No. 
Urut 

Bidang Urusan/Jenis 
Pelayanan/Indikator 

Target 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

(TW II) 
Idikator Tahun 
2020 (PP No.2 
Tahun 2018) 

Indikator 2021 
(Permendagri 

100) 

   

dalam pendidikan 
menengah (SPM) 

1,2 Pendidikan Khusus 
Pendidikan 
Khusus 

      

2 

warga negara usia 4 – 
18 tahun yang 
termasuk dalam 
penduduk 
dissabilitas yang 
berpartisipasi dalam 
pendidikan Khusus 

Persentase 
jumlah warga 
negara usia 4 - 18 
tahun yang 
termasuk dalam 
penduduk 
disabilitas yang 
berpartisipasi 
dalam pendidikan 
Khusus (SPM) 

100% 81,0% 30% 

2 KESEHATAN         

2,1 

Pelayanan 
kesehatan bagi 
penduduk 
terdampak krisis 
kesehatan akibat 
bencana dan/atau 
berpotensi bencana 
provinsi 

Pelayanan 
kesehatan bagi 
penduduk 
terdampak 
krisis kesehatan 
akibat bencana 
dan/atau 
berpotensi 
bencana 
provinsi 

      

3 

Jumlah Warga Negara 
yang terdampak 
krisis kesehatan 
akibat bencana dan/ 
atau berpotensi 
bencana provinsi 
yang mendapatkan 
layanan kesehatan 

Persentase 
penduduk/warga 
terdampak krisis 
kesehatan akibat 
bencana dan/atau 
berpotensi 
bencana provinsi 
yang mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan (SPM) 

100% 100% 50% 

2,2 

Pelayanan 
kesehatan bagi 
penduduk pada 
kondisi kejadian 
luar biasa provinsi 

Pelayanan 
kesehatan bagi 
penduduk pada 
kondisi 
kejadian luar 
biasa provinsi 

      

4 

Jumlah Warga Negara 
pada kondisi kejadian 
luar biasa provinsi 
yang mendapatkan 
layanan kesehatan 

Persentase 
penduduk/warga 
pada kondisi 
kejadian luar biasa 
provinsi yang 
mendapatkan 
pelayanan 
kesehatan (SPM) 

100% 100% 50% 

3 PEKERJAAN UMUM         

3,1 

Pemenuhan 
kebutuhan air 
minum curah lintas 
kabupaten/kota 

Pemenuhan 
kebutuhan air 
minum curah 
lintas kab./kota 
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No. 
Urut 

Bidang Urusan/Jenis 
Pelayanan/Indikator 

Target 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

(TW II) 
Idikator Tahun 
2020 (PP No.2 
Tahun 2018) 

Indikator 2021 
(Permendagri 

100) 

   

5 

Persentase Warga 
Negara yang 
memperoleh 
kebutuhan air minum 
curah lintas 
kabupaten/kota 

Tidak ada 100% 0%   

3,2 

Penyediaan 
pelayanan 
pengolahan air 
limbah domestik 
regional lintas 
kabupaten/kota 

Penyediaan 
pelayanan 
pengolahan air 
limbah 
domestik 
regional lintas 
kabupaten/kota 

      

6 

Jumlah Warga Negara 
yang memperoleh 
layanan pengolahan 
air limbah domestik 
regional lintas 
kabupaten/kota 

Persentase warga 
negara yang 
memperoleh 
layanan 
pengolahan air 
limbah domestik 
regional lintas 
kabupaten/kota 

100% 0% 0% 

4 
PERUMAHAN 
RAKYAT 

        

4,1 

Penyediaan dan 
rehabilitasi rumah 
yang layak huni 
bagi korban 
bencana provinsi 

Penyediaan dan 
rehabilitasi 
rumah yang 
layak huni bagi 
korban bencana 
provinsi 

      

7 

Jumlah Warga Negara 
korban bencana yang 
memperoleh rumah 
layak huni 

jumlah warga 
negara korban 
bencana yang 
memperoleh 
rumah layak huni 
(SPM) 

100% 100% 30% 

4,2 

Fasilitasi 
penyediaan rumah 
yang layak huni 
bagi masyarakat 
yang terkena 
relokasi program 
Pemerintah Daerah 
provinsi 

Fasilitasi 
penyediaan 
rumah yang layak 
huni bagi 
masyarakat yang 
terkena relokasi 
program 
Pemerintah 
Daerah provinsi 

      

8 

Jumlah Warga Negara 
yang terkena relokasi 
akibat program 
Pemerintah Daerah 
provinsi yang 
memperoleh fasilitasi 
penyediaan rumah 
yang layak huni 

Jumah warga 
negara yang 
terkena relokasi 
akibat program 
pemerintah daerah 
provinsi yang 
memperoleh 
fasilitasi 
penyediaan rumah 
yang layak huni 
(SPM) 

100% 0% 30% 
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No. 
Urut 

Bidang Urusan/Jenis 
Pelayanan/Indikator 

Target 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

(TW II) 
Idikator Tahun 
2020 (PP No.2 
Tahun 2018) 

Indikator 2021 
(Permendagri 

100) 

   

5 

KETENTERAMAN, 
KETERTIBAN 
UMUM, DAN 
PELINDUNGAN 
MASYARAKAT 

        

5,1 

Pelayanan 
ketentraman dan 
ketertiban Umum 
Provinsi 

Pelayanan 
ketentraman 
dan ketertiban 
Umum Provinsi 

      

9 

Jumlah Warga Negara 
yang memperoleh 
layanan akibat dari 
penegakan hukum 
perda dan perkada di 
Provinsi 

Tingkat 
Penyelesaian 
Pelanggaran, 
Keamanan, 
Ketertiban dan 
Kenyamanan, 
Cakupan Petugas 
SatPol PP yang 
terlatih dan 
Perssentase Warga 
yang memperoleh 
layanan Penegakan 
Hukum, Perda dan 
Perkada (SPM) 

100% 100% 50% 

6 SOSIAL         

6,1 

Rehabilitasi sosial 
dasar penyandang 
disabilitas telantar 
di dalam panti 

Rehabilitasi 
sosial dasar 
penyandang 
disabilitas 
telantar di 
dalam panti 

      

10 

Jumlah Warga Negara 
penyandang 
disabilitas telantar 
yang mendapatkan 
rehabilitasi sosial 
dasar penyandang 
disabilitas telantar di 
dalam panti 

Persentase 
Penyandang 
Disabilitas 
Terlantar yang 
terpenuhi 
kebutuhan 
dasarnya di dalam 
panti (SPM) 

100% 35,12% 0% 

6,2 
Rehabilitasi sosial 
dasar anak telantar 
di dalam panti 

Rehabilitasi 
sosial dasar 
anak telantar di 
dalam panti 

      

11 

Jumlah Warga Negara 
anak telantar yang 
mendapatkan 
rehabilitasi sosial 
dasar anak terlantar 

Persentase Anak 
Terlantar yang 
terpenuhi 
kebutuhan 
dasarnya di dalam 
panti (SPM) 

100% 3,88% 0% 

6,3 

Rehabilitasi sosial 
dasar lanjut usia 
telantar di dalam 
panti 

Rehabilitasi 
sosial dasar 
lanjut usia 
telantar di 
dalam panti 
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No. 
Urut 

Bidang Urusan/Jenis 
Pelayanan/Indikator 

Target 

Realisasi 
2020 

Realisasi 
2021 

(TW II) 
Idikator Tahun 
2020 (PP No.2 
Tahun 2018) 

Indikator 2021 
(Permendagri 

100) 

   

12 

Jumlah Warga Negara 
lanjut usia telantar 
yang mendapatkan 
rehabilitasi sosial 
dasar lanjut usia di 
dalam panti 

Persentase 
LanjutUsia 
Terlantar yang 
terpenuhi 
kebutuhan 
dasarnya di dalam 
panti (SPM) 

100% 100% 0% 

6,4 

Rehabilitasi sosial 
dasar tuna sosial 
khususnya 
gelandangan dan 
pengemis di dalam 
panti 

Rehabilitasi 
sosial dasar 
tuna sosial 
khususnya 
gelandangan 
dan pengemis di 
dalam panti 

      

11 

Jumlah Warga 
Negara/gelandangan 
dan Pengemis yang 
mendapatkan 
rehabilitasi sosial 
dasar tuna sosial di 
dalam panti 

Persentase 
Gelandangan dan 
Pengemis yang 
terpenuhi 
kebutuhan 
kebutuhan 
dasarnya di 
dalampanti 

100% 100% 0% 

6,5 

Perlindungan dan 
jaminansosial pada 
saat dan setelah 
tanggap Darurat 
bencana bagi 
korban bencana 
provinsi 

Perlindungan 
dan 
jaminansosial 
pada saat dan 
setelah tanggap 
Darurat 
bencana bagi 
korban bencana 
provinsi 

      

12 

Jumlah Warga Negara 
Korban bencana 
provinsi yang 
mendapatkan 
perlindungan dan 
jaminan sosial pada 
saat dan setelah 
tanggap darurat 
bencana bagi korban 
bencana provinsi 

Persentase 
Korban Bencana 
Alam dan Sosial 
yang terpenuhi 
kebutuhan 
dasarnya pada 
saat dan setelah 
tanggap darurat 
bencana provinsi 

100% 15,63% 0% 

2.3.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD berdasarkan Urusan 

evaluasi pelaksanaan rencana kerjapemerintah daerah berdasarkan 
urusan dapat digambarkan sebagai berikut:  

1. Untuk Urusan pemerintahan wajib  rata-rata capaian kinerja samapai 
dengan triwulan II masih dalam kaategoti rendah baik capaian 
kinerja maupum anggaran  

2. Pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 
dasar rata tara capaian kinerja masih pada kategori rendah 

3.  Pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan 
pelayanan dasar rata tara capaian kinerja sudah pada kategori Tinggi 
namun untuk keuangan masih pada kategori rendah 
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4. Urusan Pemerintah Pilihan dengan rata rata capaian kinerja dan 
keuangan masih pada kategori rendah 

5. Urusan Pendukung penerintah denngan rata-tara capaian kinerja 
dengan kategorisangat tinggi dan anggran masih dengan kategori 
rendah 

6. Urusan Penunjang pemerintah dengan rat-rata capaian kinerja dan 
anggran masih pada kategori rendah 

7. Urusan pengawasan dan pemerintahan rata-rata capaian kinerja 
pada kategori tinggi  pada rata-rata capaian anggaran dengan 
kategori rendah 

8. Sedangkan untuk urusan pemerintahan umum rata-rata capaian 
masih pada kategori rendah. 
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Tabel II. 11  

Capaian kinerja RKPD berdasarksn urusan Pemerintahan 

Kode Urusan/Bidang Urusan 

RKPD Rata Rata Capaian Kinerja 
Kegiatan dan Predikat Kinerja 

RKPD 
 Pagu dan Realisasi Anggaran 

Jumlah  

 Pagu Indikatif   %   Realisasi   %  K (%) Rp.(%) K Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Urusan Pemerintahan Wajib  5.219.679.607.827,00  48,35  2.283.658.363.314,99 55,13  18,12  13,48  R R 

1 
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan 
Dengan Pelayanan Dasar  4.743.152.622.809,00  43,94   2.100.546.514.428,99  50,71  11,76  11,63  R R 

1 01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan  3.011.008.288.182,00  27,89   1.226.499.282.912,00   29,61  2,69  3,75  R R 

1 02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan  762.071.425.617,00  7,06   258.303.633.940,99   6,24  21,95  14,08  T R 

1 03 
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum 
Dan Penataan Ruang  731.789.334.552,00  6,78   555.088.738.624,00   13,40  2,05  6,53  R R 

1 04 
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan 
Kawasan Permukiman  63.146.562.955,00  0,58   10.303.852.940,00   0,25  26,09  25,12  T T 

1 05 
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman 
Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan 
Masyarakat 

 99.374.341.365,00  0,92   27.529.916.023,00   0,66  14,39  12,78  R R 

1 06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial  75.762.670.138,00  0,70   22.821.089.989,00   0,55  3,37  7,54  R R 

2 
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak 
Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar  476.526.985.018,00  4,41   183.111.848.886,00  4,42  24,49  15,32  T R 

2 07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja  36.189.194.192,00  0,34   16.629.125.646,00   0,40  12,91  14,02  R R 

2 08 
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan 
Perempuan Dan Perlindungan Anak  14.456.572.774,00  0,13   6.501.214.698,00   0,16  43,91  12,88  T R 

2 09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan  40.566.329.988,00  0,38   13.291.392.700,00   0,32  21,62  8,47  T R 
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Kode Urusan/Bidang Urusan 

RKPD Rata Rata Capaian Kinerja 
Kegiatan dan Predikat Kinerja 

RKPD 
 Pagu dan Realisasi Anggaran 

Jumlah  

 Pagu Indikatif   %   Realisasi   %  K (%) Rp.(%) K Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2 10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan  1.546.357.632,00  0,01   286.611.247,00   0,01      R R 

2 11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup  33.651.088.088,00  0,31   10.813.442.525,00   0,26  45,14  15,80  ST R 

2 12 
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

 13.983.006.024,00  0,13   5.121.125.042,00   0,12  27,78  6,34  T R 

2 13 
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat Dan Desa  22.479.266.718,00  0,21   7.731.661.625,00   0,19  3,33  3,87  R R 

2 14 
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian 
Penduduk Dan Keluarga Berencana 

 689.718.212,00  0,01   148.467.600,00   0,00  0,00  0,00  R R 

2 15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan  90.395.436.088,00  0,84   29.112.039.434,00   0,70  0,00  23,47  R T 

2 16 
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan 
Informatika 

 33.861.777.915,00  0,31   11.949.644.839,00   0,29  22,21  24,82  T T 

2 17 
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha 
Kecil Dan Menengah  29.754.169.410,00  0,28   10.070.238.521,00   0,24    0,00  R R 

2 18 
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman 
Modal 

 20.483.838.043,00  0,19   10.188.084.670,00   0,25  37,52  22,99  T T 

2 19 
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan 
Olahraga  43.033.245.900,00  0,40   20.687.945.246,00   0,50  22,73  22,89  T T 

2 20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik  249.639.860,00  0,00   72.126.800,00   0,002  33,34  30,99  T T 

2 21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian  247.075.760,00  0,00   59.902.600,00   0,001  50,00  39,85  ST T 

2 22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan  44.756.163.847,00  0,41   12.424.727.039,00   0,30  5,87  4,42  R R 

2 23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan  47.487.854.567,00  0,44   27.411.788.379,00   0,66  25,53  21,50  T T 
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Kode Urusan/Bidang Urusan 

RKPD Rata Rata Capaian Kinerja 
Kegiatan dan Predikat Kinerja 

RKPD 
 Pagu dan Realisasi Anggaran 

Jumlah  

 Pagu Indikatif   %   Realisasi   %  K (%) Rp.(%) K Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2 24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan  2.696.250.000,00  0,02   612.310.275,00   0,01  40,00  8,21  T R 

3 Urusan Pemerintahan Pilihan  819.342.133.135,00  7,59   256.834.691.881,40  6,20  17,44  13,05  R R 

3 25 
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan 
Perikanan 

 85.052.860.652,00  0,79   21.210.437.316,00   0,51  14,54  9,09  R R 

3 26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata  36.000.746.300,00  0,33   1.610.248.000,00   0,04  0,00  2,35  R R 

3 27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian  445.846.775.295,00  4,13   133.684.744.488,30   3,23  7,47  18,89  R R 

3 28 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan  155.078.577.591,00  1,44   70.589.734.697,00   1,70  19,39  6,03  R R 

3 29 
Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan 
Sumber Daya Mineral 

 38.245.270.855,00  0,35   11.040.064.452,00   0,27  30,73  22,49  T T 

3 30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan  19.932.998.613,00  0,18   6.637.299.154,00   0,16  16,91  6,49  R R 

3 31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian  39.042.061.829,00  0,36   12.062.163.774,10   0,29  50,50  39,04  ST T 

3 32 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi  142.842.000,00  0,00   -     -    0,00  0,00  R R 

4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan  1.852.636.706.112,00  17,16   977.421.500.314,75  23,60  48,52  19,67  ST R 

4 01 Sekretariat Daerah  1.468.701.000.112,00  13,60   835.020.634.493,75   20,16  72,68  18,10  ST R 
4 02 Sekretariat Dprd  383.935.706.000,00  3,56   142.400.865.821,00   3,44  24,35  21,25  T T 

5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan  2.819.846.945.744,20  26,12   598.916.630.368,11  14,46  14,04  16,42  R R 

5 01 Perencanaan  63.110.587.318,20  0,58   26.831.056.521,00   0,65  28,94  24,84  T T 

5 02 Keuangan  2.684.819.483.246,00  24,87   543.591.010.964,00   13,12  28,36  18,73  T R 

5 03 Kepegawaian  9.071.998.020,00  0,08   1.665.288.470,00   0,04  15,06  12,64  R R 

5 04 Pendidikan Dan Pelatihan  37.640.131.443,00  0,35   15.387.001.589,11   0,37  11,89  15,45  R R 

5 05 Penelitian Dan Pengembangan  11.269.424.704,00  0,10   1.394.153.052,00   0,03  0,00  6,60  R R 
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Kode Urusan/Bidang Urusan 

RKPD Rata Rata Capaian Kinerja 
Kegiatan dan Predikat Kinerja 

RKPD 
 Pagu dan Realisasi Anggaran 

Jumlah  

 Pagu Indikatif   %   Realisasi   %  K (%) Rp.(%) K Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) 

5 06 Pengelolaan Perbatasan  -    0,00   -     -        R R 

5 07 Pengelolaan Penghubung  13.935.321.013,00  0,13   10.048.119.772,00   0,24  0,00  20,28  R T 

6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan  59.839.062.993,00  0,55   21.092.387.492,00  0,51  25,09  11,58  T R 

6 01 Inspektorat Daerah  59.839.062.993,00  0,55   21.092.387.492,00   0,51  25,09  11,58  T R 

7 Unsur Kewilayahan  -    0,00   -    0,00  - -     

7 01 Kecamatan Administrasi  -    0,00   -     -        R R 

8 Unsur Pemerintahan Umum  24.196.934.068,00  0,22   4.338.305.526,00  0,10  11,57  9,23  R R 

8 01 Kesatuan Bangsa Dan Politik  24.196.934.068,00  0,22   4.338.305.526,00   0,10  11,57  9,23  R R 

    Jumlah 10.795.541.389.879,20  100 4.142.261.878.897,25  100 22,46  13,91  T R 
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2.4. Hambatan, Upaya Pencapaian, dan Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 
2021 

2.4.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan RKPD 2021 sampai dengan Triwulan     
ke II 

Hambatan dan kendala dalam pelaksanakan kegiatan triwulan kedua 
dipengaruhi oleh: 

1. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan 

penyesuaian anggaran. 

2. Berpengaruh terhadap Penunjukan PA, (Pengguna Anggaran), Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan 

Bendahara. 

3. Masih terkendalanya pelaksanaan kegiatan yang ditimbulkan oleh 

penggabungan program dan kegiatan yang mengalami peleburan. 

4. Beberapa komponen kegiatan pada sistem aplikasi perencanaan terkait 

kodefikasi program/kegiatan dan penganggaran mengalami perubahan 

sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan ini berdampak pada kode 

rekening belanja. 

5. Adanya wabah pandemik Covid-19 yang menyebabkan beberapa anggaran 

kegiatan dilakukan refocusing dan dialihkan untuk penanganan Covid-19. 

2.4.2 Upaya Dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD 2021 sampai dengan 
Triwulan ke II 

Merujuk dari faktor penghambat Pelaksanaan rencana kerja pemerintah 
daerah sampai dengan triwulan ke II tentunya mengalami berbagai kendala 
dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Secara normatif dari seluruh 
OPD dapat disampaikan bebrapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian 
keberhasilan kinerja disampaikan sebagai berikut: 

1. Komitmen pimpinan dan Koordinasi OPD yang baik untuk melaksanakan 

kegiatan secara maksimal; 

2. Adanya koordinasi/konsultasi yang sinergi antar struktur jabatan 

internal dan eksternal serta adanya komunikasi yang terjalin antar 

pemimpin dan yang dipimpin dalam organisasi; 

3. Tersedianya Sarana dan prasarana pendukung yang memadai; 

4. Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan 

kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan; 

5. Adannya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP dan regulasi yang 

sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan; 

6. Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki 

komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara 

maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima; 

7. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

2.4.3 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD 2021 Triwulan selanjutnya 

Sebagai bentuk tindak lanjut dan rekomendasi dari penyajian data-data 
tersebut diatas, maka rekomendasi sebagai Identifikasi faktor pendorong dan 
faktor penghambat serta tindak lanjut bisa bermanfaat bagi keberhasilan 
pencapaian kinerja dan daya serap  anggaran  antara lain karena : 
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1. Mengetahui lebih dini hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target di 

akhir tahun anggaran sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk 

perbaikan dan penyempurnaan; 

2. Optimalisasi serapan anggaran dalam pelaksanaan APBD sebagai 

penggerak perekonomian daerah yang dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat; 

3. Mempermudah pengkajian dan analisa tingkat capaian dan daya serap 

sehingga meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi 

anggaran; 

Dalam penyusunan dokumen perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan 

informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat 

dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.  

 



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
(RKPD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 

 

Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi | III - 1 

 
BAB III 

KERANGKA EKONOMI DAN 

KEUANGAN DAERAH 
 

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah merupakan salah satu 

bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2021. Melalui analisis kondisi 

ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang 

dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai 

dengan akhir Tahun 2021. 

3.1 KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 

Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui 

pengembangan dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah beserta 

potensi pariwisata dan industri pengolahan guna memacu pertumbuhan 

ekonomi daerah yang berkualitas. Lebih lanjut sisi ini juga dimaknai sebagai 

upaya untuk meningkatkan produktifitas rakyat agar dapat lebih menjadi 

subjek dan mampu menciptakan kesejahteraan dengan upaya penciptaan 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, 

mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta 

membangkitkan daya saing agar semakin kompetitif. 

3.1.1 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro 

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 

A. Pertumbuhan Ekonomi Nasional  

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar 

akibat pandemi Covid-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara 

keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali 

sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998.   Hal ini berpotensi membawa 

Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan menengah-bawah 

(lower middle income countries), setelah se mpat masuk ke kategori  negara  

berpendapatan menengah-atas (upper middle income countries) pada tahun 

2019.   Perlambatan   pertumbuhan   Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua 

komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah. 

Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang 

meliputi konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani 

Rumah Tangga (LNPRT), terkontraksi sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan 

oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai 

dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang 2020. Untuk 

konsumsi LNPRT, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang 

diselenggarakan pada akhir 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan 

secara signifikan. Konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya komponen PDB 

pengeluaran yang mampu bertahan dengan pertumbuhan sebesar 1,9 persen. 

Realisasi belanja negara mencapai 94,6 persen dari pagu, atau naik 12,2 

persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kondisi ini didukung oleh 
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peningkatan stimulus fiskal dalam bentuk program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN). Pembentukan modal tetap bruto atau investasi terkontraksi 

sebesar 4,9 persen, sejalan dengan pelemahan investasi swasta dan 

pemerintah. Ekspor dan impor barang jasa terkena dampak negatif cukup 

besar dengan kontraksi masing-masing sebesar 7,7 dan 14,7 persen, yang 

disebabkan oleh turunnya aktivitas perdagangan global dan jumlah wisatawan 

secara signifikan. 

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 4,8 

persen, dengan kisaran 4,5–5,3 persen. Namun, proses pemulihan ini 

berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus Covid-19 

harian yang masih tinggi serta munculnya varian baru virus Corona.   

Keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 akan menjadi kunci 

meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat 

meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin Covid-19 juga akan 

memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. 

Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan 

terus bergulir sejak Januari 2021. 

Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu 

menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif 

perekonomian. Pemulihan ekonomi secara bertahap dan alokasi belanja modal 

yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan investasi 

hingga 6,2 persen pada tahun 2021. 

Konsumsi masyarakat diperkirakan pulih seiring dengan perbaikan 

daya beli masyarakat dan berangsur normalnya   perekonomian sebagai 

dampak positif vaksinasi. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh 3,7 

persen, sementara konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 4,8 persen. Hal 

ini dipengaruhi oleh stimulus PEN serta program vaksinasi. Kinerja ekspor 

diperkirakan mengalami akselerasi seiring dengan pemulihan ekonomi global, 

utamanya mitra dagang utama Indonesia,   yaitu  Cina, dan peningkatan harga  

komoditas  internasional. Dikombinasikan dengan pemanfaatan beberapa 

perjanjian perdagangan bilateral maupun regional, kinerja ekspor Indonesia 

diperkirakan meningkat 11,5 persen.   Sementara itu, impor diperkirakan 

tumbuh 12,9 persen, didorong oleh perbaikan permintaan domestik secara 

bertahap. 

Tabel III.1.  

Pertumbuhan PDB dari Sisi Permintaan Tahun 2020-2021 (Persen) 

Uraian 
Realisasi 

Tahun  2020  
a) 

Target RPJMN 
Tahun 2021 

b) 

Target RKP 
Tahun 2021 

c) 
Pertumbuhan PDB -2,1 5,4 – 5,7 4,8 
Konsumsi Rumah Tangga dan 
LNPRT 

-2,7 5,2 – 5,4 3,7 

Konsumsi Pemerintah 1,9 4,5 – 4,6 4,8 

Investasi (PMTB) -4,9 5,8 – 6,2 6,2 

Ekspor Barang dan Jasa -7,7 3,9 – 4,2 11,5 

Impor Barang dan Jasa -14,7 4,4 – 4,6 12,9 

Sumber: a) BPS, 2020; b) RPJMN 2020 - 2024; c) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2021. 
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Dari sisi lapangan usaha, sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada 

tahun 2020 adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,6 persen, 

diikuti sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,6 persen. Tingginya 

pertumbuhan kedua sektor tersebut didorong oleh peningkatan permintaan 

selama masa pandemi Covid-19. Adapun sektor lainnya yang mampu tumbuh 

positif adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pengadaan air, 

pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa keuangan dan asuransi; real 

estate; serta jasa pendidikan. 

Sementara itu, pertumbuhan tahunan terendah tahun 2020 dialami oleh 

sektor transportasi dan pergudangan serta sektor penyediaan akomodasi dan 

makan minum yang masing- masing terkontraksi sebesar 15,0 persen dan 10,2 

persen. Sektor transportasi dan pergudangan terkontraksi karena adanya 

penutupan perbatasan serta penghentian sebagian besar aktivitas penerbangan 

domestik dan internasional. Sementara sektor penyediaan akomodasi makan 

dan minum hanya mampu melayani delivery atau take-away, ditambah dengan 

turunnya wisatawan, baik mancanegara dan domestik, yang terlihat salah 

satunya dari tingkat okupansi hotel yang mengalami penurunan signifikan. 

Selain itu, sektor industri pengolahan, yang memiliki kontribusi paling 

tinggi terhadap PDB, juga mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar 2,9 

persen. Kontraksi ini lebih dalam dibandingkan kontraksi pertumbuhan 

ekonomi nasional. Kondisi ini terjadi sebagai dampak dari penurunan daya beli 

masyarakat, aktivitas perdagangan global, dan utilisasi produksi sebagai 

dampak dari pandemi Covid-19. 

Pada tahun 2021, kecepatan pemulihan antar sektor akan berbeda. 

Sektor industri pengolahan diperkirakan mampu tumbuh mencapai 4,2 persen. 

Optimisme ditunjukkan oleh indikator PMI Manufacturing yang mulai 

menunjukkan ekspansi sejak November 2020 dan terus berlanjut hingga April 

2021. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja industri pengolahan 

menunjukkan perbaikan. Kinerja positif tersebut diharapkan terus bertahan 

hingga akhir tahun 2021. 

Sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sebesar 1,0 

persen, yang salah satunya didorong oleh peningkatan harga komoditas global 

dan program hilirisasi pertambangan melalui  pembangunan  smelter serta 

implementasi UU Nomor 3 Tahun 2020  tentang  Perubahan atas UU Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang 

mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah. 

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang sempat mengalami 

penundaan akibat pandemi Covid-19, mulai dilanjutkan kembali pada tahun 

2021. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur ini menunjukkan perbaikan 

kinerja sektor konstruksi yang diharapkan mampu tumbuh mencapai 5,7 

persen. 

Sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi 

makan dan minum; dan sektor perdagangan yang terkena dampak pandemi 

Covid-19 diperkirakan berangsur-angsur pulih pada semester II 2021 seiring 

dengan meluasnya vaksinasi. 

Sektor yang tercatat mampu tumbuh tinggi di tengah kondisi pandemi 

Covid-19, yakni sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor 
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informasi dan komunikasi, diperkirakan masih akan tumbuh tinggi pada tahun 

2021 dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 4,9 dan 9,1 persen. 

Permintaan masyarakat terhadap sektor jasa kesehatan seperti obat-obatan, 

alat kesehatan dan vaksinasi diperkirakan masih akan tinggi. Sementara, tren 

perubahan pola kerja dan belajar ke arah digitalisasi terus berlanjut dan masih 

akan membutuhkan dukungan sektor informasi dan komunikasi. 

Tabel III.2.  
Pertumbuhan PDB dari Sisi Lapangan Usaha Tahun 2020–2021  

(Persen, YoY) 

Uraian 
Realisasi 

Tahun  2020 
a) 

Target RPJMN 
Tahun 2021   

b) 

Target RKP 
Tahun 2021 

c) 

Pertumbuhan PDB -2,1 5,4–5,7 4,8 

Pertanian, Kehutanan, dan 
Perikanan 

1,8 3,7–3,8 3,4 

Pertambangan dan Penggalian -2,0 1,9–1,9 1,0 

Industri Pengolahan -2,9 5,2–5,5 4,2 

Pengadaan Listrik dan Gas -2,3 5,2–5,2 5,0 

Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah dan Daur 
Ulang 

4,9 4,3–4,4 5,4 

Konstruksi -3,3 5,8–6,1 5,7 

Perdagangan Besar dan Eceran, 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

-3,7 5,6–6,0 4,4 

Transportasi dan Pergudangan -15,0 7,1–7,4 4,8 

Penyediaan Akomodasi dan Makan 
Minum 

-10,2 6,1–6,3 5,4 

Informasi dan Komunikasi 10,6 7,7–8,8 9,1 

Jasa Keuangan dan Asuransi 3,2 6,4–6,9 4,6 

Real Estate 2,3 5,0–5,0 4,1 

Jasa Perusahaan -5,4 8,4–8,4 4,8 

Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan, dan Jaminan Sosial 
Wajib 

-0,0 4,8–5,1 2,9 

Jasa Pendidikan 2,6 5,2–5,2 3,9 

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11,6 7,6–8,0 4,9 

Jasa Lainnya -4,1 9,3–9,5 4,6 

Sumber: a) BPS, 2020; b) RPJMN 2020 - 2024; c) Perkiraan Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2021. 

B. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan. 

Situasi pandemi Covid 19 sepanjang tahun 2020, masih berlanjut hingga 

awal tahun 2021 dan menyebabkan ketidakpastian yang tinggi. Kondisi tersebut 

berdampak negative pada realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2021 

sehingga mengalami kontraksi hingga – 0,21 persen. Mempertimbangkan 

terjadinya perlambatan pada hampir semua komponen Produk Domestik Bruto 

sepanjang 2020 telah memberikan tekanan lebih berat pada Sulawesi Selatan, 

sehingga berpengaruh signifikan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi 
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tahun 2021 yang pada awalnya ditargetkan sebesar 6,1 persen, sehingga direvisi 

menjadi sebesar 4,10- 5,55 persen.    

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembangunan ekonomi Provinsi 

Sulawesi Selatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kebijakan 

pembangunan daerah tahun 2021, diarahkan untuk “Mempercepat Pemulihan 

Ekonomi dan Sosial didukung Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas 

SDM”, dengan prioritas meliputi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan 

Berdaya Saing; Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan 

Menjamin Pemerataan; Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah untuk 

Akselerasi Pertumbuhan; Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi 

Perlindungan Sosial; Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kelestarian 

Lingkungan Hidup, dan Meningkatkan Ketahananbencanaan dan Perubahan 

Iklim; serta Peningkatan  Kualitas Reformasi  Birokrasi dan Tata Kelola serta 

Pelayanan Publik. 

Sulawesi Selatan terhadap perekonomian nasional diharapkan mampu 

melakukan terobosan di beberapa sektor potensial agar dapat menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang 

wilayah timur Indonesia berpotensi besar sebagai penggerak ekonomi 

Indonesia. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata serta industri 

pengolahan diharapkan mampu menjadi motor di dalam pertumbuhan ekonomi, 

melalui pengembangan di sektor pertanian sebagai lumbung pangan padi dan 

jagung serta kakao, pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan 

akses dan infrastruktur transportasi serta peningkatan industri pengolahan dan 

industri jasa dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup. 

Grafik III.1.  

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan 

Target Perubahan RPJMD Tahun 2021, Target RKPD Pokok Tahun 2021, 
Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Triwulan I Tahun 2021 

(Persen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan 
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[VALUE]+1.0 [VALUE]+1.0 [VALUE]+1.0 

1.49 

Target Perubahan
RPJMD Tahun 2021

Target RKPD Pokok
Tahun 2021

Target RKPD
Perubahan Tahun

2021

Capaian Triwulan II
Tahun 2021

3.1.1.2 Inflasi 

Capaian Inflasi Sulawesi Selatan pada Triwulan II Tahun 2021 sebesar 

1,49 persen.  Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan target  pada RKPD 

Pokok Tahun 2021 sebesar 3,0+1,0.   Penurunan terutama dipengaruhi oleh 

konsumsi masyarakat yang tertahan akibat pembatasan fisik dalam rangka 

menekan penyebaran COVID-19.   Aktivitas ekonomi yang menurun juga 

berdampak pada aktivitas bisnis dan pemintaan dunia usaha terhadap barang 

dan jasa.   

Capaian inflasi di Sulawesi Selatan pada Triwulan II Tahun 2021  

dipengaruhi kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,84 persen;  

kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 

dengan inflasi sebesar 0,24 persen dan kelompok transportasi dengan inflasi 

sebesar 0,21 persen. Inflasi kelompok makanan, minuman dan 

tembakau  dipengaruhi dengan kenaikan harga komoditas yaitu cabai rawit dan 

ikan bandeng.  Peningkatan harga cabe rawit diprakirakan karena meningkatnya 

permintaan serta terbatasnya pasokan karena tertundanya jadwal panen dan 

kenaikan harga ikan bandeng dipengaruhi berkurangnya pasokan karena panen 

dini pada akhir 2020.  

Mencermati hal  tersebut,  Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap 

berupaya agar sektor penopang ekonomi dapat kembali pulih.  Sejalan dengan 

perbaikan ekonomi, maka  diharapkan  inflasi triwulan II 2021 dapat meningkat 

meskipun tetap terjaga dalam rentang  sasaran  3,0%±1,0%  (yoy).    Terkait  hal  

tersebut  Tim  Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan akan 

terus memperkuat koordinasi secara intensif dalam rangka memastikan 

ketersediaan pasokan dan mengefektifkan jalur distribusi yang efisien. 

Grafik III.2.  

Inflasi Sulawesi Selatan 

Target Perubahan RPJMD Tahun 2021, Target RKPD Pokok Tahun 2021, 

Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Triwulan II Tahun 2021 

(Persen) 

      Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov.Sulawesi Selatan 
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6.08 

7.2 

6.08 5.79 

Target Perubahan
RPJMD Tahun 2021

Target RKPD Pokok
Tahun 2021

Target RKPD
Perubahan Tahun

2021

Capaian Periode
Februari Tahun

2021

3.1.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran 

maupun penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor 

perekonomian yang ada dalam menyerap tenaga kerja. Jumlah penduduk yang 

bekerja menurut sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam 

menyerap tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan pada 

Februari 2021 sebesar 5,79 persen.  Kondisi tersebut lebih rendah jika 

dibandingkan dengan target yang ada pada RKPD Pokok Tahun 2021 sebesar 

7,20 persen atau lebih rendah dari target Nasional yaitu 7,5-8,2 persen. 

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka tersebut tidak terlepas dari 

lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan.  Persentase terbesar pada 

sektor konstruksi sebesar 1,50 persen poin.  Di satu sisi, Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan juga berupaya mendorong ekspor dan investasi.   

Grafik III.3.  
Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan 

Target Perubahan RPJMD Tahun 2021, Target RKPD Pokok Tahun 2021, 
Target Perubahan RKPD Tahun 2021 dan Capaian Periode Februari Tahun 

2021 (Persen) 

     Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov.Sulawesi Selatan   

3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan 

Seperti halnya dengan prediksi pertumbuhan ekonomi dan tingkat 

pengangguran terbuka, dengan adanya pandemi COVID-19 sebagian besar 

masyarakat di Sulawesi Selatan juga terkena dampaknya, khususnya 

masyarakat yang berpenghasilan rendah serta sangat mempengaruhi aktifitas 

ekonomi dan sosial masyarakat. Akibat dampak tersebut, penduduk miskin di 

Sulawesi Selatan pada tahun 2021 diprediksi akan menurun menjadi 8,70 

persen dibandingkan dari tahun 2020 yang mencapai 8,99 persen (menurun 

0,29 persen), atau lebih rendah  dari prediksi target Nasional untuk 

menurunkan penduduk miskin yaitu berkisar antara 9,7-10,20 persen. Pada 

tahun 2022, dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian dan sosial 

masyarakat diharapkan lebih membaik, maka pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan menargetkan untuk menurunkan penduduk miskin sebesar 8,10 persen 

atau dibawah target Nasional yaitu 9,2-9,7 persen. 
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